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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puiji syukur kehadirat Allah SWT yang atas rahmat dan
hidayahNya kita telah memasuki Tahun Anggaran 2017. Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2017 akan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017. Guna menunjang
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Bappeda dan Litbangda
menyusun Rencana Kerja Operasional Kegiatan.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan disusun sebagai pedoman perencanaan
pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan kegiatan akan berjalan sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan. Dalam Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini memuat

indikator kinerja kegiatan dan rencana pendanaan berdasarkan Anggaran Kas yang
telah disusun.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini diharapkan menjadi sumber informasi
yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja pada
tahun berkenaan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini
masih banyak kekurangannya, sehingga kritkkan dan masukan yang bersifat
membangun sangat diharapkan sebagai dasar untuk kemajuan Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang dimasa yang akan datang .

Kota Mungkid, 17 Februari 2017

SUGIYONO, M. Si
Pembina Tingkat |
NIP. 18640102 198405 1 004
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RENCANA KERJA OPERASIONAL
PENYUSUNAN SIPD
TAHUN ANGGARAN 2017

. PENDAHULUAN

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan
daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk
memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki
daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian

pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya,
infrastruktur maupun aspek lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang'
tata cara pengolahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi
data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja

kunci penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Il. GAMBARAN UMUNM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Pengembangan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang
dilaksanakan Bidang Rendalev Bappeda & Litbangda berupa :
o Membentuk Tim Pengelola SIPD Kabupaten
» Rapat koordinasi Tim Pengelola SIPD Kabupaten dengan materi :

v' Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data SIPD Kabupaten
Magelang dan Kecamatan

v Mengentry serta updating 8 kelompok data Kabupaten Magelang Tahun 2017
secara online melalui jaringan www.sipd.bangdadepdagri.go.id

v' Penyusunan Buku SIPD Tahun 2016 berisi analisis 8 kelompok data SIPD yang
dilengkapi dengan gambar, table dan foto yang meliputi :
= Data umum, Data social budaya, Data sumber daya alam, Data infrastruktur,

Data ekonomi, Data keuangan daerah, Data politik, hokum dan keamanan dan
Insidensial

itt. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2017 adailah sebagai berikut :

v Bulan Januari ~ Februari : Menyusun SK Tim

v Bulan Maret : Rakor Pokja Pengumpulan Data



Maret s.d. Juni : Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data SIPD

Kabupaten Magelang dan Kecamatan, Mengentry serta updating 8 kelompok data
Kabupaten Magelang Semester Il Tahun 2016 secara online,

AN

Maret : Penyusunan Buku SIPD Semester [l Tahun 20186,
Bulan Juli s.d. Desember : Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok

data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan, Mengentry serta updating 8
kelompok data Kabupaten Magelang Semester | Tahun 2017 secara online,
v September : Penyusunan Buku SIPD Semester |l Tahun 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 126.785.000,- dengan rincian target
penggunaan anggaran seperti di angka romawi V.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Target Fisik (%) T%;ggt Keuanga:/: Keterangan
Februari 5 1.661.000 1
Maret 5 2.800.000 3
April 27 28.313.550 25
Mei 45 20.567.500 41
Juni 45 4.850.000 44
Juli 50 4.635.000 47
Agustus 60 12.705.450 57
September 75 19.000.000 71
Qktober 75 1.500.000 72
November 80 5.400.000 76
Desember 100 25.352.500 100

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,

Pebruari 2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

LONO HARTANTO, S.T, M.Eng

Penata

NIP.19750427 200502 1 005
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RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI JARINGAN PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
(JARLIT) KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN

Salah satu substansi pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah yaitu
menjadikan daerah kabupaten/kota saat ini mempunyai kewenangan yang sangat
luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi
pelaksanaan program. Konsekuensi dari otonomi daerah tersebut yaitu semakin
bertambah banyaknya kebijakan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan
dievaluasi oleh kabupaten/kota, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Pada era
otonomi daerah, kabupaten/kota menghadapi tuntutan dan tantangan di bidang
pendidikan terutama dalam hal: .

1. Masalah pendidikan yang harus dipecahkan sendiri oleh kabupaten/kota
semakin bertambah, seperti: bagaimana memberikan kesempatan pendidikan
yang lebih merata dan bermutu, meningkatkan mutu tenaga pendidik, dan
memenuhi kebutuhan ideal sarana prasarana pendidikan, serta menentukan
dan menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengah kebutuhan masyarakat
atau kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Di samping itu, masih
bervariasinya kemampuan masing-masing daerah dalam mewujudkan misi
pendidikan yaitu ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan
pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan pemberian
layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan (5K);

2. Penetapan kebijakan dituntut lebih cepat untuk dapat merespon dan
memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat karena rentang
birokrasi menjadi jauh lebih pendek dengan adanya era otonomi.

Terkait dengan Konsekuensi dari otonomi daerah dan tuntutan serta
tantangan bidang pendidikan, Pemerintah daerah perlu memiliki wahana yang
membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah kebijakan pendidikan.
Salah satu wahana tersebut adalah jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan
(JARLIT).

JARLIT merupakan suatu forum yang berfungsi untuk mendukung pimpinan
daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, dalam bentuk
menyampaikan masukan atau usulan-usulan kebijakan, baik diminta maupun tidak
diminta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam
penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, JARLIT diharapkan juga untuk bisa
membantu mensinkronkan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di
bidang pendidikan, melalui mekanisme kerjasama baik antar JARLIT daerah
maupun dengan JARLIT Pusat. Penyusunan usulan kebijakan tersebut dilakukan



atas dasar hasil penelitian kebijakan dan analisis sektor pendidikan. Dengan cara
demikian maka kebijakan pimpinan daerah dapat ditetapkan atas dasar informasi
dan fakta yang akurat dari lapangan (Informed Decision Making).

Kegiatan JARLIT tidak akan dapat berjalan optimal apabila tidak dikoordinasi
dan difasilitasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Perencanaan
Pembangunan, Peneletian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan
LITBANGDA) Kabupaten Magelang sebagai instansi yang bertanggungjawab
terhadap perencanaan dan penetapan kebijakan daerah melaksanakan kegiatan
Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang
Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang
berupa :
1. Rapat Tim dan stake holder, dengan target 5 (lima) kali, sebanyak 30 orang
setiap kali rapat.
2. FGD (foccus group disccution) Tim Peneliti dengan stake holder, dengan
target 2 (dua) kali, sebanyak 23 orang per kali rapat.
3. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait, baik yang berada
di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
4. Melakukan penelitian terkait kebijakan pendidikan di Kabupaten Magelang,
dengan target 1 (satu) dokumen hasil penelitian.
5. Seminar standar nasional pendidikan, dengan target 1 (satu) kali dengan
jumiah peserta 90 orang.
6. Seminar hasil penelitian, dengan target 1 (satu) kali dengan peserta 90 orang.
7. Penyusunan Hasil Penelitian akhir dan rekomendasi kebijakan pendidikan,
dengan target 1 (satu) dokumen.

JADWAIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan
Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Rapat Tim Peneliti dan stake holder, ditakukan sebanyak 5 (lima) kali, pada
bulan Maret, April, Mei, Juli dan September 2017
2. Rapat Tim dan stake holder atau Focus Group Discussion (FGD), dengan
target 2 (dua) kali, 23 orang setiap kali rapat pada bulan Juni dan Juli 2017



3. Koordinasi dan konsultasi dilakukan pada bulan, April, Mei, Juni, Juli,
Agustus, September dan Nopember tahun 2017.

4. Penelitian tentang kebijakan pendidkan di Kabupaten Magelang, dilakukan
pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2017.

5. Kegiatan seminar hasil penelitian kebijakan pendidikan dilakukan sebanyak 2
kali pada bulan Juni dan Oktober 2017.

6. Penyusunan laporan dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Biaya Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan
(JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang
dalam DPA sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)
dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

BULAN BELANJA | - JUMLAH .
Januari - 0
Februari - 0
Maret Belanja ATK 4.419.000

Belanja Makan Minum ' 2.100.000
Perjalanan LD 9.776.000
April - 0
Mei - 0
Juni Honorarium Tim PNS 18.675.000
Honor Tim Lainnya 260.000
Honorariun Tim Non PNS 2.625.000
Dekorasi 100.000
Transport Peserta 7.200.000
Honor Narasumber 13.200.000
Petjalanan DD 1.000.000
Perjalannan LD ' 11.454.000
Juli Penggandaan 1.000.000
Makan Minum Rapat 3.150.000
| Agustus Uang Lembur 1.755.000
Transport Peserta 1.920.000
Makan Minum Rapat 1.610.000
Perjalanan DD 890.000
September Honorarium Tim PNS 18.675.000
Honorariun Tim Non PNS 2.625.000
Perjalanan LD 19.914.000
Oktober Honorariun Tim Non PNS 140.000
Transport Peserta 7.200.000
Honorarium Narasumber 11.260.000
Fc/ Cetak Pengandaan 813.000
Makan Minum Rapat 13.225.000
November Transport Peserta 9.188.000
Perjatanan LD 15.836.000
Desember 0
Jumiah | ~180.000.000




V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulanKegiatan Fasilitas

Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2017 sebagai berikut :

oo | TFarget:Fisik

Januari 0,00 -

Februari 0,00 0,00 0,00
Maret 5,00 16.295.000 9,05 9,05
Apri} 10,00 0 0,00 9,05
Mei 20,00 0 0,00 9,05
Juni 40.00 54.514.000 30,29 39,34
Juli 50,00 4,150,000 2,31 41.64
Agustus 60,00 6.175.000 3.43 45,07
September 70,00 41.214.000 22,90 67,97
Oktober 80,00 32.628.000 18,13 86,10
Nopember 90,00 25.024.000 13,90 100,00
Desember 100,00 0 0 100,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian
Kebijakan Pendidikan (JARLIT) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun

sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Méngetahui : Kota Mungkid,  Pebruari 2017
is Kegiatan

a Anggaran Pejabat Pglaksana Tek

MARGONO, S.Sos.. MPA
Penata Tingkat |
NIP. 19640102 198405 1 004 NIP. 19750405 199803 1 005




RENCANA KERJA OPERASIONAL
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun
2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat terwujudnya
Kabupaten Magelang makin SEMANAH (Sejahtera, Maju dan Amanah), maka perlu
penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui
pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi
( Iptek). Kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam
memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, oleh karena
itu diperiukan Penguatan Sistem Inovasi Daerah untuk memperkuat penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada seiuruh aspek pembangunan di Kabupaten
Magelang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan penguatan SiDa Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang

Litbang Kabupaten Magelang berupa :

1.

Lomba Krenova.

Dalam rangka menumbuhkan kreativitas dan inovasi daerah, maka perlu distimulasi
dengan kegiatan yang menumbuhkan jiwa inventor di masyarakat. Pemenang
akan dikirim ke lomba krenova tingkat provinsi. Peserta lomba dari masyarakat
umum, UMKM, Sekolah dan yang lainnya.

2. Pengiriman Pameran Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Mengirimkan peserta pameran tingkat provinsi dengan dukungan anggaran berupa
biaya sewa stand pameran dan akomodasi bagi peserta pameran.

. HAKI

Bertujuan mendorong pemberian perlindungan hukum sebagai insentif bagi
pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk
mengomersialkan hasil dari kreativitasnya di Kabupaten Magelang. Kegiatan
berupa sosialisasi dan pendampingan dalam mendapatian HAKI,

. Pertanian Organik

Mendorong pengembangan dan pemasaran pertanian organik di Kabupaten
Magelang. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. ldentifikasi potensi,

2. Melaksanakan rapat persiapan dengan stakeholder terkait;



3. Melaksanakan FGD;
4. Menyusun hasil identifikasi dan FGD; dan
5. Menyusun arahan kebijakan.

5. UMKM berbasis teknologi.

Mendorong intervensi teknologi bagi UMKM baik pada pra, saat dan pasca

produksi.

Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kuisioner berdasarkan klasifikasi;

2. Melaksanakan FGD pada setiap klasifikasi di atas sesuai kebutuhan;
3. Menyusun hasil identifikasi dan FGD;
4

. Menyusun arahan kebijakan.

6. Desa Inovasi
Mendorong inovasi desa dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan
masyarakat dan pemberdayaan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut: |

. Identifikasi potensi;

=

2. Melaksanakan rapat persiapan dengan stakeholder terkait;
3. Melaksanakan FGD;

4. Menyusun hasil identifikasi dan FGD; dan

5. Menyusun arahan kebijakan.

7. Pengembangan Pariwisata. |
Mendorong optimalisasi pengembangan sektor utama pariwisata, yakni: atra.ksi.
akomodasi (penginapan), Transportasi dan Penyediaan Makan Minuman (Kulit'h;er)
di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2017 fokus pada identifikasi permasalahan

pengembangan sektor utama pariwisata. Kegiatan yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut: ‘

(1) Identifikasi pelaku/ stakeholders Pariwisata dari masyarakat;
(2) Melaksanakan FGD sesuai kebutuhan;

(3) Menyusun hasil identifikasi dan FGD; dan

(4) Menyusun arahan kebijakan.

. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penguatan SIDa Tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
1. Lomba Krenova bulan Februari-Oktober 2017:

2. Pengiriman Pameran Tingkat Provinsi Jawa Tengah bulan Agustus 2017;:



N o s v

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

HAKI bulan Maret-April 2017;

Pertanian Organik bulan Maret-mei 2017;

UMKM berbasis teknologi bulan Maret-Mei 2017,
Desa Inovasi bulan Februari-April 2017; dan
Pengembangan Pariwisata bulan Februari-April 2017

P
L}

Biaya Kegiatan Penguatan S$IDa Tahun 2017 dialokasikan sesuai de‘n_fg%ain

. f
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sejumiah Rp. 210.336.000,00,- dengan rincian

target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan |
Triwulan |}
Triwulan ]

Triwulan IV

Rp. 60.536.100,-
Rp. 88.492.900,-
Rp. 36.573.000,-
Rp. 24.734.000,-

V. RENCANA PERSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN |

BULAN | TARGET FISIK TARGET KEUANGAN KETERANGAN
(%) Rp. % ; |

Januari 0 0 0

Februari 10 14.638.000 6,96

Maret 30 60.536.100 28,78 |
April 35 70.906.100 33,71 l
Mei 40 80.051.100 38,06 |
Juni 75 149.029.000 70,85 i
Juf 80| 168.079.000 79,91 '
Agustus 87 182.364.000 86,70 ;
September 90 185.602.000 88,24 |
Oktober 100 210.070.000 99,87

November 100 210.070.000 99,87 i
Desember 100 210.336.000 100 |




VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penguatan SIDa Tahun 2017 ini

disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Februari 2017
PPTK,

ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T

P ina Tingkat I Penata
NIP. 19640102 198405 1 004 NIP. 19830210 200604 1 005




J

RENCANA KERJA OPERASIONAL
FAILITAS| DEWAN RISET DAERAH (DRD)
TAHUN ANGGARAN 2017

|. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan
daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan
yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap.
Perencanaan diberlukan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-
kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya
mendesak.

Perencanaan yang baik harus didahului oleh riset. Dengan riset maka akan

membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan prioritas utama pembangunan limu

Pengetahuan dan Teknologi.

Il. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang

Litbang Kabupaten Magelang berupa :
1 Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Magelang;

2. Kajian Kebijakan;
3 Penelitian sesuai rekomendasi DRD.

IIl. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penguatan SIDa Tahun 2017 adalah sebagai

berikut
1. Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Magelang dilaksanakan bulan Juli dan

November 2017,
2. Kajian Kebijakan dilaksanakan Bulan Maret - Desember 2017;

3. Penelitian sesuai rekomendasi DRD bulan Maret-Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun 2017 dialokasikan sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah sejumlah Rp.305.500.000,00,- dengan rincian target

penggunaan anggaran sebagai berikut:



Triwulan |

Rp. 6.443.790,-

Triwulan 11 Rp. 160.295.000,-
Triwulan 1) Rp. 67.182.500,-
Triwulan IV Rp. 71.578.710,-

V. RENCANA PERSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

BULAN TARGET FISIK TARGET KEUANGAN KETERANGAN
(%) Rp. %
Januari 0 0
Februari 5 3.843.790 1,26
Maret 10 6.443.790 2,11
April 20 48.368.790 15,83
Mei 25 50.118.790 16,41
Juni 55 166.738.790 54,58
Juli 60 172.321.290 56,41
Agustus 65 175.121.290 57,32
September 80 233.921.290 76,57
Oktober 85 238.646.290 78,12
November 100 305.500.000 100,00
Desember 100 305.500.000 100.00
VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun Anggaran
2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Februari 2017
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KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun
anggaran 2017 di Bappeda Kabupaten Magelang dilaksanakan guna mendukung
misi ketiga RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yaitu meningkatkan
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan, yang dalam sasaran keduanya adalah terpenuhinya kebutuhan
perumahan yang layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh
dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang
bersifat multi sektor, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah tinggal
akan tetapi terkait dengan berbagai sarana pendukung mulai dari penyediaan
infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, sanitasi, sarana ekonomi dan
sarana lainnya.

Pemerintah pusat mencanangkan program sejuta rumah untuk mengatasi
hunian di Indonesia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini
merupakan salah satu program pemerintah untuk dapat mengatasi backlog atau
kekurangan kepemilikan rumah untuk rumah tangga MBR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa salah satu hal khusus yang
diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap
masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan
perolehan rumah melalui prograrh perencanaan pembangunan perumahan
secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan
kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

Dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi stake holder perumahan guna
melaksanakan penyelenggaraan pengembangan perumahan di Kabupaten
Magelang melalui pendanaan dari APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi

Jawa Tengah maupun APBN.



GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun

2016 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Magelang berupa:

1.

Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi
penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2017.

Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Pokja PKP) tahun 2017.

Pembentukan satker PKP tahun 2017

Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan
pengembangan perumahan 2017

Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD,
APBD Prov, dan APBN

Pendataan kondisi rumah Kab. Magelang 2017

Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH)

Tahun 2018

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN:

1.

10.

Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi
penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2017 pada bulan
Januari - Februari 2017.

Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Pokja PKP) tahun 2017 pada bulan Februari 2017.

Pembentukan satker PKP tahun 2017 pada bulan Februari 2017

Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan
pengembangan perumahan 2017 dengan melaksanakan rapat koordinasi tim
teknis sebulan sekali, pengumpulan data capaian kegiatan pada triwulan
kedua pada bulan Juni dan ke empat pada bulan Desember 2017..

Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD,
APBD Provinsi dan APBN, dilaksanakan dengan mengikuti rakor dan
konsultasi ke kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah setiap
triwulannya sekali yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember
2017.

Pendataan kondisi rumah kabupaten Magelang 2017 dengan melaksanakan
persiapan form pada bulan januari dan februari 2017, rapat koordinasi tim
teknis pada setiap triwulan sekali pada bulan Maret, Juni, September dan




Desember 2017 dan rekapitulasi pendataan pada sefiap semester sekali
yaitu pada bulan Juni dan Desember 2017.

5. Pelaksanaan fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan
melaksanakan Persiapan teknis pada awal tahun yaitu di bulan Januari dan
Februari 2017, Sosialisasi pada bulan Februari dan Maret 2017, dan
Monitoring dan Evaluasi dilaksanaan Pembangunan Rumah tidak layak huni
dilaksanakan setiap bulan dari bulan Februari sd Desember 2017.
Pengumpulan data capaian kegiatan urusan perumahan tahun semester
pertama tahun 2017 pada bulan Januari sd Juni 2017 dan capaian kegiatan
urusan perumahan tahun semester kedua tahun 2017 pada bulan Juli sd
Desember 2017.

6. Penyusunan Rencana kegiatan 2018 dengan pembahasan usulan kegiatan
2018 dibahas mulai bulan Juli 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan tahun 2017 tertuang dalam DPA sejumlah Rp.92.553.750,- dengan
rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut: Januari Rp 0,-; Februari
Rp. 0, Maret Rp. 16.589.950,-; April Rp. 0,-; Mei Rp. 6.070.000,~ Juni Rp.
27.861.900,-; Juli Rp. 0,-; Agustus Rp.10.970.000,-, September Rp.18.591.900,-
: Oktober Rp. 0,-; November Rp. 5.425.000,- dan Desember Rp. 7.045.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Target Fisik (%) Target Keuangan Keterangan
Rp. %
Januari 5 | 0 0
_;ebruari 15 0 0
Maret 20 16.589.950 17,92
April 40 16.589.950 17,92
Mei 45 22.659.950 24,48
Juni 55 50.521.850 54,59
Juli 60 50.521.850 54,59
Agustus 70 61.491.850 66,44
September 90 80.083.750 86,53
Oktober 93 80.083.750 86,53




November 95 85.508.750 92,39

Desember 100 92.5653.750 100

. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan koordinasi
penyelenggaraan pengembangan perumahan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan 2017.

Kota Mungkid, Februari 2017
a dan Litbangda Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

. mblna Ilngkatl DOAN JUNIARDA SI
P 4 ‘] ‘] 4 | Fel lata Muda kl
4




RENCANA KERJA OPERASIONAL

FASILITASI DAN KOORDINASI RINTISAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN
Kabupaten Magelang letaknya diapit oleh beberapa kabupaten dan kota antara

lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang serta Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Letaknya antara 1100 01’ 51" dan 1100 26’ 58" Bujur Timur dan antara 70 19’
13" dan 70 42' 16" Lintang Selatan.
Batas-batas wilayah Kabupaten Magelang:

o Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

o Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali

o Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DI Yogyakarta
Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

e DiTengah : Kota Magelang

Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 menyebutkan bahwa
pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah menjadi salah satu aspek utama dalam
pembangunan daerah. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2014 —
2019, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju
dan Amanah) Di dalam Visi Kabupaten Magelang konsep sejahtera menunjukan kondisi
kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi
(materiil) maupun sosial (spiritual) yaitu terpenuhinya secara lahir batin secara adil dan

merata, dengan salah satu indikator sejahtera adalah tersedianya infrastruktur yang

memadai.
Misi ketiga RPJMD adalah meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana

daerah yang berkelanjutan dan ramah limgkungan, yang bertujuan meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana daerah. Salah satu sasarannya adalah Aksesbilitas
antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta
berkembangnya aktifitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta
membentukkawasan-kawasan pertumbuhan baru.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal
363 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah
dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama antar daerah yang
berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, wajib dilaksanakan untuk



daerah yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang
lebih efisien jika dikelola bersama.

Dengan kegiatan fasilitasi dan koordinasi rintisan kerjasama antar daerah akan dapat
mewujudkan kerjasama daerah guna terlaksana pembangunan infrastruktur yang perlu
dilaksanakan bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota lain serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah Tahun
Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembanguhan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang berupa :
1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

2. Rapat koordinasi Tim/Pelaksana Kegiatan dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan.

3. Rapat koordinasi dengan OPD Terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
dilaksanakan secara aktif berdasarkan objek pembahasan kerjasama.

4. Koordinasi dengan Kementerian sesuai dengan objek pembahasan kerjasama.

1. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah
Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan

pengembangan perumahan tahun 2017 pada bulan Januari - Februari 2017;

2. Rapat Koordinasi dengan Dinas Terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan
Februari — Desember 2017,

3. Rapat Koordinasi dengan Dinas terkait Pemerintah Kabupaten Magelang pada bulan
Februari — Desember 2017

4 Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Appraisal pelaksanaan pembebasan lahan TPA
Regional Kab/Kota Magelang pada bulan Maret dan Oktober 2017;

5 Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Studi Manajemen TPA Regional Kab/Kota
Magelang pada bulan Juni dan Desember 2017:

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Biaya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah Tahun

Anggaran 2017 tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 35.000.000,- dengan rincian target
penggunaan anggaran sebagai berikut: Januari Rp 0,-; Februari Rp. 0,; Maret Rp.
6.293.000,-; Aprit Rp. 0,-; Mei Rp. 6.805.000,-; Juni Rp. 3.720.000,-; Juli Rp. 0,-; Agustus
Rp.9.550.000,-; September Rp.1.620.000,-; Oktober Rp. 0,-; November Rp. 7.012.000.-

dan Desember Rp. 0,-



V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Target Fisik (%) Target Keuangan Keterangan
Rp. %
. 0 0
Januari 5
H
Februari 15 0
6.293.000 17,98
Maret 20
6.293.000 17,98
April 40
13.098.000 37,42
Mei 45
16.818.000 48,05
Juni 55
16.818.000 48,05
Juli 60
70 26,368.000 75,34
Agustus
90 27.988.000 79,97
September
93 27.988.000 79,97
Oktober .
95 35.000.000 100
November
100 35.000.000 100
Desember
V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan
Kerjasama Antar Daerah Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan 2017.
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mbina Tingkat I
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RENCANA KERJA OPERASIONAL

KEGIATAN FASILITASI SIBERMAS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

i. PENDAHULUAN

Kegiatan Fasilitasi dan pengabdian masyarakat dilatarbelakangi berbagai
permasalahan yang eksis di masyarakat, antara lain: (1) ketidakmapanan sebagian
besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan
masyarakat dalam era globalisasi; (2) Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja
ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat; (3) potensi masyarakat maupun sumber
daya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif, serta 4)
penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Tujuan kegiatan Sibermas adalah untuk meningkatkan kemandirian,
kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan
aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemerintah Daerah (berbasis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan perguruan tinggi (kepakaran), serta
untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah,
masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi
kenyamanan kehidupan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan
dengan menggandeng 2 (dua) perguruan tinggi mitra yang mendapatkan dana dari
dikii lewat program Ipteks bagi Wilayah (IbW), yaitu Universitas Mercu Buana
Yogyakarta (UMBY) di Kecamatan Pakis, dan Universsitas Muhammadiyah Magelang

di Kecamatan Tempuran

il. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Adapun rencana umum kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian
Masyarakat di Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan
dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Magelang berupa:

1. Pertemuan/rapat dengan mengundang perguruan tinggi mitra (UMBY Yogyak?rta,
UMM Magelang, UNTID Magelang) dalam rangka merumuskan kegiatan pelatihan
di masyarakat yang akan dilaksanakan di Kab. Magelang;

Bappeda melalui kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat akan
memfasilitasi  pelatihan di masyarakat yang diselenggarakan oleh UMBY’
yakarta dan UMM Magelang. Kegiatan dilaksanakan di 3 (tiga) desa di

Yog
Kecamatan Pakis dan Tempuran;



M.
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Pelatihan akan dilaksanakan pada Bulan Maret sd. September Tahun 2017,
sebanyak 15 (lima belas) kali pelatihan,

Melakukan pendampingan di lokasi pelatihan;

Menjadi nara sumber pelatihan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan;

Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) di Kabupaten;

Menjadi narasumber pembekalan KKN;

Meiakukan monitoring kegiatan KKN di Kabupaten Magelang.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat

di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1.

o e

Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Sibermas pada minggu | Bulan Januar
2017,

Membuat SK Tim Fasilitasi Sibermas pada minggu | dan |l Bulan Januari 2017;
Rapat dengan perguruan tinggi mitra bada bulan Januari dan Februari 2017,
Melaksanakan rapat koordinasi tim Bulan Januari dan Februari 2017;
Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di 4 (empat) desa di Kecamatan Pakis
dan Kecamatan Kaliangkrik pada Bulan Maret sd. Juni Tahun 2017;

Membuat surat rekomendasi izin pengabdian masyarakat (KKN) perguruan tinggi
yang akan melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
Melaksanakan pembekalan KKN bagi perguruan tinggi yang akan melaksanakan
KKN di Wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan Sibermas pada Bulan Juni
dan Desember Tahun 2017,

Melakukan kaji banding ke beberapa kabupaten/kota di wilayah DIY/Jawa Tengah
dalam rangka mempertajam pengetahuan terkait kegiatan pengabdian masyarakat

yang melibatkan pergurauan tinggi;

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi KKN Tahun 2017 (waktu tentatif);

11. Melaksanakan rapat evaluasi Kegiatan Sibermas dan Pengabdian Masyarakat.

Iv.

TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten

Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumiah Rp.
140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah),  dengan rincian target

pengguna

an anggaran sebagai berikut:

. Januari

. Februari



- Maret

- April

- Mei

- Juni

- Juli

- Agustus

- September
- Oktober

- November

- Desember

: 23.894.500,-

-

: 57.925.000,-
 14.200.000,-
: 10.170.000,-

. 2.800.000,-
 8.835.500,-
: 22.175.000,-

TARGET PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Tafs(eo;)Fisik Target Keuangan Keterangan
Rp %
Januari 5 0
Februari 10 0
Maret 20 |  23.894.500 17%
April 30|  23.894.500 17%
Mei 50 81.819.500 58%
Juni 60 | 96.019.500 69%
Juli 70 | 106.189.500 76%
Agustus 85| 106.189.500 76%
September 90§ 108.989.500 78%
Oktober 90| 117.825.000 84%
| November 95 | 140.000.000 100%
Desember 100 | 140.000.000 100%




Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan
Pengabdian Masyarakat Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui . .
Penggfina\Anggaran Kota Mungkid, Januari 2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. BASUKI ROCHMAD
Penata Tk |
NIP. 19640102 198405 1004 NIP. 19680723 199403 1 010




I1.

Penye
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI

PENINGKATAN KINERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN
Air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan

dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum danl.
sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan /atau susunan pemerintahan. Pemerintah Pusat memiliki
peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional

dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan

minimal.

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Magelang tahun 2016,
cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang masih mencapai
79,18%, sedangkan cakupan akses sanitasi 80,83%, adapun sesuai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahﬁn 2019
diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air
minum dan 100% untuk sanitasi.
Fasilitasi dan koordinasi peningkatan Kinerja Bidang Air Minum
ehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2017, merupakan rangkaian

dan Peny
atan tahun sebelumnya dalam rangka mendukung percepatan

kegi
Kkinerja pembangunan air minum dan sanitasi guna merealisasikan
universal acces terutama untuk sektor air minum dan sanitasi berupa

100% akses masyarakat terhadap air minum aman dan 100% akses

masyarakat terhadap sanitasi layak.

GAMBARAN UMUH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan
hatan Lingkungan (AMPL) tahun 2017 yang dilaksanakan oleh

Kabupaten Magelang berupa:



III.

Pembentukan Kelompok Kerja Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL);

Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melakukan koordinasi dan
menyusun perencanaan pembangunan terkait program penyediaan
air minum dan penyehatan lingkungan,

Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan
penyehatan lingkungan;

Pelaksanaan Fasilitasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),

Pembentukan Panitia Kemitraan PAMSIMAS;

Pelaksanaan Fasilitasi Program Indonesia Urban Water Sanitation
and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IlUWASH PLUS));
Melaksanakan proses pengajuan dan pengesahan Peraturan Bupati
mengenai Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten
Magelang;

Melaksanakan proses pengajuan dan pengesahan Peraturan Bupati
mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air

Minum Kabupaten Magelang;
Penyusunan rencana kegiatan 2018,

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan:

1.

Penyusunan RKO, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana
anggaran kas pada bulan Januari s/d Februari 2017.

Membentuk Kelompok Kerja AMPL 2016, dan Panitia Kemitraan
2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang

pada bulan Februari s/d Maret 2017.
Melakukan proses perekrutan supporting staff pada bulan Maret

2017

Melaksa
RISPAM pada bulan Januari s/d Juni 2017.

nakan proses pengajuan dan pengesahan Perbup tentang

Melaksanakan proses pengajuan dan pengesahan Perbup tentang
KSDP SPAM pada bulan Februari s/d Juni 2017.

Melakukan proses penyusunan daftar panjang desa rawan air bersih
pada bulan Maret s/d Mei 2017.

Sosialisasi kegiatan bidang AMPL pada bulan April dan Juli 2017.
Rapat koordinasi anggota Pokja AMPL pada bulan Februari s/d

Septcmber 2017.
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V. PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

tahun 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 2017
PPTK

fo

Drs. SUGIYONO, M.Si DO NIARDA, ST

Pembinz/Tingkat [ Penata Muda Tk. I
NIP. 19640102 198405 1 004 NIP. 19760628 201001 1 016



RENCANA ANGGARAN KAS KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN KINERJA AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2017
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG

Kode rekening

5.2.1.01.01

[ 5.2.1.02.01

5.2.2.01.01
5.2.2.03.13

5220314

5.2.2.06.02
5.2.2.11.02

| 5221501

Belanjalangsung
1.04.4.03.01.16

104403011610

5.2.2.15.02

jumlah alokasi bela;‘lal langsung per bulan

| Jumiah alokasi belanja langsung per Triwulan

Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung

Uraian Anggaran Triwulan. [ (Rp.) ‘ Triwulan. II (Rp.) Triwulan.Ill (Rp.) Triwulan. IV (Rp.)
Tahun ini (Rp.)
Jan ‘ Feb. | Maret April Mei Juni Juli Agust Sept. Oktober Nop. Des.
|'t'0é!;gLingkungan N \
Sehat Perumahan
|¢3§iﬁa€i dan Koordinasi | 107,640,000 -| 13925000 | 6,890,000 | 5,120,000 | 12,010,000 7,019,000 | 20,040,000 | 14,020,000 1,500,000 | 24,380,000 2,736,000
Peningkatan Kinerja Air
minum dan Penyehatan
Lingkungan
Honorarium PNS 34,110,000 2,100,000 90,000 2,100,000 90,000 14,865,000 14,865,000
Tim/Panitia Pelaksanan
Keo.
Honorarium Non PNS 10,710,000 1,520,000 160,000 1,520,000 160,000 3,675,000 3,675,000
‘Tim/Panitia Pelaksanan
Kee
Belanja Alat Tulis Kantor 955,000 - 955,000
Belanja 200,000 100,000 100,000
[Poumentasi/dekorasi
Belanja Jasa Tenaga Kerja 15,000,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Non Pegawai (Honorarium
Supporting Staf)
pelanja Penggandaan 899,000 - 350,000 549,000
| Belanja Makan Minum 13,020,000 5,040,000 4,620,000 2,520,000 840,000
_|Rapat
Bel. Perjalanan Dinas 7,510,000 - 1,500,000 4,010,000 2,000,000 =
Dlalam Daerah
Bel. Perjalanan Dinas Luar 25,236,000 - 6,000,000 6,500,000 8,000,000 3,500,000 1,236,000
|Daerah
- - | 13,925,000 6,890,000 5,120,000 | 12,010,000 7,019,000 20,040,000 | 14,020,000 1,500,000 24,380,000 2,736,000
13,925,000 24,020,000 41,079,000 28,616,000
93,715,000 69,695,000 28,616,000 -




JADWAL KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINAS| PENINGKATAN KINERJIA AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2017
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
[ sian [ Triwulan. | (Rp.) [ Triwulan_ Il (Rp.) Triwulan. Ill (Rp.)
1 Januari | Pebruari Mei Juni Juli Agustus
l

vEC v e fpIvE e e ey

Maret April

Triwulan. IV (Rp.)
vy e nlm

September | Oktober Nopember |Desember
IVE Ly e ey e vy ey

Program Lingkungan Sehat
Perumahan

\Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi
Peningkatan Kinerja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL) \

\
\ pelaksanaan kegiatan dan rencana
{anggaran kas
2 |Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan
kegiatan

1 |Penyusunan RKO, jadwal \

2.1 |Penyampaian surat permintaan
personel Pokja AMPL

2.2 |Penyusunan draft SK Pokja AMPL

|
¢
i
‘.
|
|
|
|1
: 2.3 |Penyusunan draft SK Panitia
| itraan
5_ Kem L -
i 2.4 |penelitian draft SK Bupati ke
i
| Bagian Hukum
2.5 |Penerimaan SK Bupati

3 Proses Perekrutan Supporting Staff
4 | Melaksanakan proses pengajuan dan
pengesahan Perbup RISPAM

5 iMelaksanakan proses pengajuan dan
pengesahan Perbup KSDP SPAM

6 |Koodinasi dan sosialisasi pelaksanaan
kegiatan AMPL

Rapat koordinasi Kelompok Kerja
6.1 |AMPL

Rapat koordinasi Panitia

6.2 |Kemitraan

sosialisasi kegiatan terkait AMPL

6.3




[ Triwulan. IV (Rp.) ]
Oktober Nopember |Desember
vy rufufiv

[ / / Triwulan. | (Rp.) / Triwulan. Il (Rp.) [ Triwulan. 11l (Rp.)
[ Juli [ Agustus I September

'.:\."L: | s
/ Jratan | Januari [ Pebruari  Maret |  April Mei [ Juni
' 3 T8 2 A A I Ao oA A 2 A A I I T

—
[

7 |Koordinasi dengan Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Pemangku Kepentingan
lainnya terkait pelaksanaan kegiatan

AMPL
\ 7.1 \Koordinasi dengan Kementerian
\ Pekerjaan Umum dan Perumahan \

Rakyat

7.2 |Koordinasi dengan Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Tengah

e

7.3 |Koordinasi dengan pemangku
kepentingan lainnya di bidang
AMPL

8 |Melaksanakan monitoring dan evaluasi

\peiaksanaan kegiatan AMPL

]

9 |Penyusunan Rencana Kegiatan 2018




Il. GAMBARAN UMUM IN

Hi. JADWAL PELAKSAN

RENCANA KERJA OPERASIONAL 0858378
KEGIATAN PENYUSUNAN KUA PPAS 0
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemeﬁntahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
tersebut diimplementasikan dalam  bentuk  program dan kegiatan, dimana

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai

dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Penyusunan KUA PPAS
Tahun mengacu kepada RKPD. Sedangkan yang menjadi landasan operasionalnya
adatah PP Nomor 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa KUA merupakan
dokumen yang memuat kebijakan di Bidang Pendapatan, belanja dan pembiayaan

serta asumsi yang mendasari ditetapkannya kebijakan untuk periode 1 tahun.

DIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 mempunyai indikator
tersusunnya KUA PPAS TA.2018 dan KUA PPAS Perubahan TA. 2017.

keluaran

AAN KEGIATAN

Uraian

-___._-_-_-_-_-_—
No |  Bulan
1 Janua]’i Cetak buku KUA PPAS TA. 2017

2 Februari
3 Maret

April

Penyusunan surat edaran KUA PPAS TA.
2018: Penyusunan Rancangan KUA PPAS

TA. 2018
Pembahasan Rancangan KUA PPAS TA.

Mei

5 | Juni
6 J 2018 dengan TAPD, penyampaian KUA
PPAS TA. 2018 pada Bupati dan DPRD;
Pe::_gl(usunan Edaran KUA PPAS Perubahan
20
1P
= [ Juli Pembahasan Rancangan KUA PPAS
I dengan DPRD; MoU KUA PPAS TA. 2018
5[ Agustus MoU KUA PPAS Perubahan TA 2017, cetak
H—— | KUA PPAS Penetapan & Perubahan TA.2018
rElEE tember
9 oober |
1| November -
12 | Desember
Dess



IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :.
1. Triwglanl Rp. 16.243.500; digunakan untuk belanja cetak,
penggandaan dan penjilidan

2. Triwulan Il Rp. 11.413.000; digunakan untuk belanja alat tulis
kantor ‘

3. Triwulan Ill Rp. 196.195.750, digunakan untuk honorarium panitia
pelaksana kegiatan, belanja stak, penggandaan dan
penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta
belanja perjalanan dinas dalam daerah.

4. Triwulanlv @ RP. 9.077.750; digunakan untuk belanja cetak,
penggandaan, penjilidan.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN
— . Target Keuangan
uan | TeoetFok 00 Ry | o | (e
Januari I - ~
:nea'z“;a" | ———75] 16.243.500 6,97
A Ie 1 ——30[__16.243.500 6,97
Mp’,' __———""30| 17.856.500 7,66
X el o 50| 27.656.500 11,87
J“'?' L ——70| 27.656.500 11,87
| Aull I 95 44.066.250 18,92
_Sgu_swsf————-———-—-‘m 223.852.250 96,10
eptember | 00| 232.930.000 100
Oktober | ——100| 232.830.000 100
gg—_ﬁ———m———-————-“‘*wo 532,930.000 100
VIi. PENUTUP

Operasional Kegiatan Penyusunan KUA PPAS

n Rencana Kerja
ran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan

. Demikia

Kabupaten Ma
kegiatan.

gelang Tahun Angg

Kota Mungkid, 28 Februari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ENDANG RAHAYU Q, SE, MM

Penata
NIP. 18710115 200501 2 008




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peratu
Bappeda dan Litbangda sebagai institusi perencanaan mempunyai fungsi dalam

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian  penyusunan
perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, Bappeda dan
Litbangda mempunyai tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di
Kabupaten Mageland dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis,
sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian
visi dan misi Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum didalam RPJP
ahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun

ran Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 20186,

Kabupaten Magelang t

2014-2019.

Maks

ncana adalah sebagai
ang perencanaan pembangunan daerah; dengan fujuannya

kepada seluruh perencana agar selalu termotivasi
untuk meningkatkan pengetahuan, prestasi dan kinerja individu serta kinerja
asi, meningkatkan kekompakan didalam pelaksanaan pekerjaan sebagai
satu tim perencana serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan Kabupaten Magelang. Tahun 2017 ini merupakan awal dari
terbentukny2 Organisasi perangkat Daerah baru berdasarkan PP Nomor 18 Tahun
2016. Untuk itu gKPD perlu menyusun kembali Rencana Strategis yang baru.
Kegiatan ini diharapkan mampu mengarahkan para perencana SKPD dalam

nstra tersebut

ud dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Pere wadah bagi para perencana untuk meningkatkan

kemampuan dalam bid
adalah memberikan dorongan

organis

penyusunan Re

ARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Tahun
7 merupakan bimbingan teknis kepada para kasubag yang
menangani program pada SKPD dan pegawai Bappeda dan Litbangda yang
unyai indikator kinerja berupa jumlah orang yang mengikuti peningkatan
s dengan target 100 orang peserta.

GAMB
Anggaran 201

memp
peningkatan kapasita



Iv.

Ill. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Perencana Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pada
buian Maret 2017.

2. Rapat Tim Pelaksana p
3. Koordinasi dengan narasumber pada bulan Mei 2016
4. Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana pada minggu

ada bulan April, Mei dan Juni 2016.

ke dua bulan Juni 2016.

TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
an kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Biaya pelaksana
kan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan

n 2017 dialokasi
rencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

4.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran

Perencana tahu
Anggaran (DPA) Badan Pe
Daerah sejumlah RpP 73.69

adalah sebagai berikut :

Triwatani :RP 0,00
Triwulan Il :RP 73.694.000,00
Triwulan Il :RP 0,00
Triwulan IV RP 0,00

TARGET FiSIK DAN KEUANGAN PERBULAN

V. RENCANA PROSENTASE

R

TARGET KEUANGAN KETERANGAN
BULAN TARGET |

FISIK (%) Rp %

I
R
0 0

Januari 0
—_— | 0 0 0
Pebruari T
| 0 0 0
Maret T
. 0 0
April /’E/
Ry 0 0
Mei /’/'?/’-
——— | 100 73.694.000 100
Juni
I 73.694.000 100
Juli 100
— | 100 73.694.000 100
Agustus
A




BULAN TARGET TARGET KEUANGAN | KETERANGAN
FISIK (%) Ro "
September 100 73.694.000 100
. 100 73.694.000 100
Nopember 100 73.664.000 100
— 100 73.694.000 100
VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Peningkatan Kemampuan
Teknis Aparat Perencana Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan

pelaksanaan kegiatan.
Kota Mungkid, Februari 2017

KEPALA BAPPEDA PAN LITBANGDA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KABUPATEN MAGELANG
57

IYONO, M.Si MIRA FATIMAH, S. Sos.. M. P. A
Penata

Dr
Pembina Tingkat |
NIP. 19640102 198405 1 004 NIP 19811218 200501 2 016




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR/WISMP
(LOAN/HIBAH)
TAHUN ANGGARAN 2017

l. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan utama dalam p
khususnya komoditas beras adalah dalam hal penyediaan air irigasi secara berkelanjutan.
ahwa kualitas sumber daya manusia baik petani pemakai air

umnya masih rendah sehingga mempengaruhi
erdaya air. Di pihak lain kondisi pelayanan dan
lami penurunan kuantitas dan kualitasnya akibat
ruh terhadap produktivitas lahan, dan

embangunan pertanian tanaman pangan

Kenyataan yang ada b
Maupun aparat pemda pada um
kemampuan dalam mengelola sumb

Penyediaan infrastruktur pengairan menga

termakan usia dan kondisi alam yand akan berpenga
akhimya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.
Kelembagaan Sumber Daya Air/Water Resources

Kegiatan Pembinaan Perkuatan .
and Irrigation Sector Management Program (WISMP) Tahun Anggaran 2017 dilakukan

untuk membentuk sinergitas dan koordinasi antar Kabupaten Project Implementation Unit
(KPIU) wismP. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk menajamkan prioritas
Pembangunan serta pencapaian target-target kinerja. dan ku'alitas SDM aparat p?nge|o|a
Sumberdaya air, disamping peningkatan partisipasl petani dan kelompok tani dalam

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu juga sebagai wahana untuk
i program-program dan kegiatan KPIU WISMP.

Monitoring dan evaluasi terhadap
NERJA KEGIATAN

Kelembagaan Sumberdaya Air/WISMP Bappeda
n 2017 (LoanIHibah) antara lain :

kan oleh 10 (sepuluh) orang

M INDIKATOR Kl

; tan
Kegiatan Pembinaan Perkua
9 lang Tahun Anggara

dan Lj Mage
1 Litbangda Kabupa'" ° i yang dilaksana
. Rapat Koordinasi Peld

sebanyak 4 (empat) kall .

ndamping M

2. Operasional pendamping@” -renaga. ::kegiafan pen
ati

oran embayaran honor ,

. 9 berups p etani (P3 GP3A) selama 8 (delapan) bulan . '

kerja pendampingan P egiatan (Kabupaten Project Implementation Unit)

lanan dinas guna membahas

i i laksana _
Operasional Tim Pe . berupa iaya peria
keuangan di bidang pemberdayaan

Bappeda dan Litbangda yal
di tingkat Provinsi/PPMU (Province Project

kebijakan maupun hal-h
kelembagaan sumber daya Project panagement Unit).
ify maupun pus

Il. GAMBARAN UMU

asyarakat (T PM) sejumiah 5 (lima)
dampingan dengan masa kontrak

air
at/NPMU (National
Management Un




IHl. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya

AirfWISMP (Loan/Hibah) Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1.

IV. RENCANA PROSENTASE

Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret s/d

September 2017.
Pelaksanaan pendampingan kelompok tani P3A/GP3A oleh Tenaga Pendamping

Masyarakat (TPM) WISMP dilaksanakan pada pertengahan bulan Pebruari s/d

September 2017.
Operasional kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (Kabupaten Project Implementation

Unit)/KPIU Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang yaitu berupa biaya
dinas guna membahas kebijakan maupun hal-hal yang terkait dengan
bidang pemberdayaan kelembagaan sumber daya air di tingkat
Project Management Unif) maupun pusat/NPMU (National
da Maret s/d September 2017.

perjalanan

keuangan di
Provinsi/PPMU (Provincial
Project Management Unif) dilaksanakan pa

RGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN
perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air/WISMP

2047 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp.
prosentasé target fisikk dan keuangan penggunaan

TA

Biaya Kegiatan pPembinaan

(Loan/Hibah) Tahun Anggaran
101.110.000,- dengan rincian

anggaran sebagai berikut: J—
Target Fisik Target Keuangan Ket.
NO Bulan (%) Rp %
_/""'—-_-_-_— - 0 0
1. Januari —
e 8 8.750.000 [ 8,65
2. Februari =
i _td__/-—- 30|  21.950.000| 21,71
4- aff/_--—-——-'zo 9.780.000 | 9,67
5. Apr.ll | 56 16.250.000 | 16,07
- Me/f"’ﬁ 0.650.000 [ 9,54
6. Jul///———-"ﬁ 9.480.000| 9,38
7. JL/,-——-—-'"@ 16.500.000 | 16,32
8. |Agustus —— 100 8.750.000 | 866
9 [Sepembe’ ___— o0 -
10. Okflji’///i 0 -
11. | Nopember - 0 -
2 [Desembet




V. PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Pembinaan Perkuatan
Kelembagaan Sumber Daya Air/WISMP Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan

pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ASEP RAHMAT, SP, M.Si

Penata lll d
NIP.19711206 200312 1 004




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PEMEBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK)
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah  menjadi

komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh
Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Salah satu
bentuk dukungan terhadap PPK di daerah adalah dengan menyusun Aksi PPK untuk
mendukung pencapaian sasaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut
dalam Format 8 Kolom (F8K) meliputi transparansi di bidang

dituangkan

perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Aksi

tersebut yaitu:

1 Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi
Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;

2. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah
kepada lembaga PTSF;

3 Ppublikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi

Pemerintah daerah yangd sudah ada lembaga PTSP)

4. Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP;

5. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelengaraan penanganan pengaduan
layanan PTSP;
. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
7 Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan

Perangkat Daerah; dan

8. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Delapan aksi tersebut dilaporkan setiap triwulan (B03, B06, B09, B12) secara
online melalui Sistem Monitoring Kantor Staf Presiden (KSP).



il. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1.

Melakukan koordinasi pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi tahun 2017 dengan SKPD terkait;

Menghimpun capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi tahun 2017 dari SKPD terkait;

Melaporkan capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi tahun 2017 ke Kantor Staf Presiden (KSP) melalui website
sistem monitoring UKP4 ;

Memegang dan menjaga kerahasiaan akun sistem monitoring UKP4;
Melaksanakan rencana aksi Publikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
Dearah dan melaporkannya setiap triwulan ke UKP4;

Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat Tim
guna membahas pelaksanaan Pelatihan dan koordinasi.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 adalah

sebagai berikut :

1.

Tim Koordinasi PPK Menyusun Laporan AKSI PPK dengan Format 8 Kolom.pada
Bulan Januari 2017;

Tim Koordinasi PPK mengundang semua SKPD terkait untuk melakukan koordinasi
pelaksanaan rencana aksi Bulan Februari 2017,

Laporan dari SKPD pelaksana Aksi PPK kepada BAPPEDA paling lambat tanggal
27 pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2017;

Bappeda menginput dan melaporkan capaian rencana aksi disampaikan melalui

website UKP4 https://serambi.ukp. 0.id setiap triwulan pada tahun 2017
pelaporan setiap triwutan dengan jadwal sbg berikut:

a. Bulan Ketiga (B03) ; 28 April — 5 Mei;

b. Bulan Keenam (BO06) : 28 Juni - 5 Juli;

c. Bulan Kesembilan (B09) : 28 September ~ 5 Oktober:
d. Bulan Keduabelas (B12) 28 Desember - 5 Januari;

Laporan Aksi Kab/Kota diverifikasi oleh Bappeda Provinsi.



IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta
rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Januari
Februari
Maret
April
Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober
November

Desember

.

: 5.587.500,,-
: 8.137.500,-
: 26.175.000,-
: 23.100.000,-
: 12.875.000,-

.

: 1.050.000,-
: 26.175.000,-

TARGET PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Targ(:.;)l:isik Target Kevangan Keterangan
Rp Y
Januari 5 ‘ - 0
Februari 10 - 0
Maret 20 5.587.500 7%
April 25 13.725.000 17%
Mei 30| 39.900.000 50%
Juni 50| 39.900.000 50%
Juli 55| 52.775.000 66%
Agustus 60 [ 52.775.000 66%
September 80| 52.775.000 66%
Oktober 85| 52.775.000 66%
November 90| 53.825.000 67%
Desember 100 | 80.000.000 100%




VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2016 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid,  Januari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. BASUKI ROCHMAD
mbina Tingkat | Penata Tk |
NIP 1PQe6T0;02 198405 1 004 NIP. 19680723 199403 1 010



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan

Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa Rencana Kerja Remerintah
Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kefja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. E

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 merupakan penjabaran dari dokumen
perencanaan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. RKRD Kabupaten
Magelang tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun
melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan
program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan
(Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKRD, Forum
Rumpun SKPD, dan Musrenbang Kabupaten.

Selain penyusunan RKFPD Kabupaten Magelang Tahun 2018, pada tahun 2017
akan disusun pula Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017,
pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Rembangunan Daerah (SIRRD) serta
penyusunan dan Perubahan Renja Bappeda dan Litbanda Tahun 2018.

I. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
merupakan kegiatan yang melaksanakan salah satu indikator sasaran RRJMD dan
merupakan IKU Bappeda yaitu Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan Rerkada.

Selain penyusunan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2017,
target indikator output yang lain adalah 1 buah dokumen Renja Bappeda dan
Litbangda Tahun 2018 dan 1 buah dokumen Perubahan Renja Bappeda dan

Litbangda Tahun 2017.

. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :



No

Uraian

Januari

Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD; Menyusun Surat Bupati
Magelang tentang Penyampaian Rancangan Awal
RKPD Tahun 2018 sebagai bahan penyusunan
Rancangan Renja SKPD Tahun 2018

Februari

Verifikasi Rancangan Renja SKPD; Forum SKPD;
Pengajuan usulan kegiatan pusat dan provinsi:
mengkompilasi usulan DBHCHT.

Maret

Forum Rumpun SKPD; Penyusunan Rancangan RKPD;
Musrenbang Kabupaten, menyusun usulan dana
perimbangan

Apri

Desk Rancangan Akhir RKPD dengan SKPD;
Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD, evaluasi
oleh APIP

Mei

Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun
2018; Desk Rancangan Akhir Renja SKPD; Surat Bupati
Magelang tentang penyusunan Perubahan RKPD
Tahun 2016

Juni

Pengesahan Renja SKPD oleh Bupati Magelang;
Penetapan Renja SKPD 2018

Juli

Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD
2017,

Agustus

Pengesahan Perubahan Renja SKPD 2017

September

Persgiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun
201

10

Oktober

Persgiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun
201

11

November

Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun
2019

12

Desember

Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun
2019

iV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1.

2. Triwulan Il :

3. Triwulan Il :

Triwulan |

Rp. 244.675.750; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana
kegiatan, belanja dekomentasi/dekorasi, belanja transportasi
fakomodasi, belanja bahan material lainnya, belanja ATK, belanja
cetak, penggandaan, penjilidan; belanja sewa perlengkaban dan
peralatan kantor, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja
tenaga ahlifinstruktur/narasumber, belanja makanan dan minuman
rapat.

Rp. 208.418.625; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana
kegiatan, belanja cetak, penggandaan, penjilidan; belanja
makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas
dalam dan luar daerah.

Rp. 90.396.625; digunakan untuk honorarium tim teknis SIPPD,

honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja cetak,
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li. GAMBARAN UMU

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI MUSRENBANG KECAMATAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut
memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku
pembangunan melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan
Pembangunan atau Musrenbang.

Untuk menyusun RKPD tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum
Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan,
kecamatan hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat Kabupaten.

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders tingkat
kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta
menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat dan Rencana Kerja Tahunan
Kecamatan (RPTK) tahun 2018. Guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan
lu kiranya adanya fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Magelang yang

dimaksud per

daiam hal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Magelang melalui kegiatan Fasilitasi

Musrenbang Kecamatan Tahun 2017.

M INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun

Anggaran 2017 yand dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :
Penyusunan Pedoman Umum (Pedum) Musrenbang Tahun 2017 sebagai pedoman

1.
renbang dari mulai tingkat Desa/ Kelurahan sampai tingkat

pelaksanaan Mus
Kabupaten untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 melalui beberapa kali pertemuan

dengan melibatkan SKPD terkait;



Menetapkan Tim Pemantau (Tim Monotoring) pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan melalui surat keputusan Kepala BP4D yang melibatkan unsur lintas
SKPD (Dispermasdes, Bapermaspuan dan KB, Bagian Tata Pemerintahan);
Melaksanakan pemantauan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada Bulan
Februari 2017, |
Memberikan arahan dan informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten
Magelang seperti tercantum dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018;
Membuat laporan/nota dinas hasil monitoring pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

kepada Kepala Bappeda,;

Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan forum SKPD sebagai bahan
pelaksanaan Musrenbang Kabupaten pada bulan Februari 2016;

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

IIl. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan di Kabupaten

Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1.

Membuat Pedoman Umum Musrenbang Tahun 2017 sebagai pedoman
pelaksanaan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/ Kelurahan sampai tingkat

Kabupaten;
Membuat jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada bulan

Januari 2017,
Membuat Surat Keputusan (SK) Tim Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

pada Bulan Januari 2017,

Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dengan
semua anggota tim Fasilitasi Musrenbangcam pada Bulan Januari 2017;
Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dengan

semua kecamatan Bulan Januari 2017,

Menyusun tim pemantauan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada Bulan

Januari 2017,
Melaksanakan pemantauan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 pada Minggu ke

Il Bulan Februari 2016,
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan forum SKPD sebagai bahan

pelaksanaan Musrenbang Kabupaten pada Bulan Februari 2017:

Melakukan rapat persiapan dalam rangka penyusunan Pedoman Umum

Musrenbang Tahun 2018;

10. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.



IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sebesar Rp.69.512.000,-
(Enam puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian target
penggunaan anggaran selama satu tahun adalah sebagai berikut :

- Januari -

- Februari L=

- Maret ' Rp. 67.242.000,-
- April ;-

- Mei t-

- Juni -

- Juii ‘-

- Agustus ‘-

- September i

- Oktober -

: 2.170.000,-

-  November

- Desember -

. TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan F‘!‘a!rgit Target Keuangan Keteran
isik (%) Rp % gan
Januari 20 0 0
Februari 80 0 0
Maret 97,5| 67.342.000 96,88
April 97,5| 67.342.000 96,88
Mei 97,5| 67.342.000 96,88
funi 97,5 | 67.342.000 96,88
Juli 97,5| 67.342.000 96,88
Agustus 975 67.342.000 96,88
September 97,5 | 67.342.000 96,88
Oktober 97,5 | 67.342.000 96,88
November 97,5| 67.342.000 96,88
M—-— 100 | 69.512.000 100 2.170.000




V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

: Kota Mungkid,  Januari 2017
(1 hui gkid,
I\/Aen etar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. SUGIYONO Drs. BASUKI ROCHMAD

Rembina Tingkat | Penata Tk |
NIP. 19840102 198405 1 004 NIP. 19680723 199403 1 010



. JADWAL PELAKSAN

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RKPD
BAPPEDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN
Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari

Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Menteri’Gubernur/
Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah,
meliputi: kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pelaksanaan rencana
pembangunan daerah; dan hasil rencana pembangunan daerah. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 156 ayat (3)
menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Tujuan evaluasi hasit RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa
target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam

rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dan
Litbangda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD. Sehubungan
dengan hal tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD

sefiap triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Bappeda

dan Litbangda.

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2017 merupakan evaluasi hasil
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017 yang mempunyai indikator kinerja berupa

laporan hasil evaluasi RKPD setiap triwulan. Laporan ini merupakan kompilasi dari
seluruh laporan evaluast Renja SKPD Tahun 2017.
AAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2017 adalah

sebagai perikut :
1. Sosialisasi Evaiuas! RKP
2017.

2. Penyusunan la .
3. Penyusunan laporan hasi

Penyusunan laporan hasi
2017.

D Tahun 2017 pada seluruh SKPD di bulan Maret

poran hasil Evaluasi RKPD Triwulan | pada bulan April 2017.
t Evaluasi RKPD Triwulan Il pada butan Juli 2017.
| Evaluasi RKPD Triwulan i pada bulan September



5. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan IV pada bulan Desember

2017.
6. Rapat Tim Evaluasi RKPD dijadwalkan selama 6 kali selama bulan Maret-

Desember 2017 dan Rapat dengan SKPD sebanyak 4 kali selama bulan Maret
—~ Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan! : Rp. 1.472.000; digunakan untuk pembelian ATK dan belanja
makanan dan minuman rapat.
2. Triwulanl : Rp. 22.022.000; digunakan untuk untuk honorarium panitia

pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan
penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja
perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

3. Triwulan il ;  Rp. 21.825.500; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana
kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja
makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas
dalam dan luar daerah.

4. Triwulan IV: Rp. 32.505.500; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana
kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan peniilidan, belanja
makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas
dalam dan luar daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Target Fisik Target Keuangan
Bulan (%) Rp. % Keterangan
Januari 5 - -
Februari 10 - -
Maret 15 1.472.000 1.89
April 25 15.658.500 22.01
Mei 30 3.083.500 2597
Juni 40 3.280.000 30,19
Juli 50 11.565.000 45,05
Agustus 55 1.283.500 46,71
September 65 8.967.000 58,23
Oktober 75 2.908.500 61,97
November 75 - 6197
Desember 100 29.597.000 100




Vi. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran
2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Pebruari 2017

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KABUPATENMAGELANG
& d ) e

SRI PUJIYATI W, S.Sos., MM

e tivieeare e e e et R ¥
Pembina
NIP. 19640102 198405 1 004 NIP. 18720104 199603 2 002
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No Bulan Uraian

1 Januari Penyusunan DPA

2 Februari Penyusunan Konsep SK Tim dan Jadwal

3 Maret Diskusi internal tentang RPJMD Teknokratik

4 April Diskusi internal tentang RPJMD Teknokratik

5 Mei Diskusi internal tentang RPJMD Teknokratik

6 Juni Kerjasama dengan tenaga ahli dalam penyu
RPJMD Teknokratis Penyisihan

7 Juii Rapat-rapat serta diskusi dengan SKPD dan tenaga
ahli. Pengumpulan data 5 tahun yang lalu serta
gambaran permasalahan dan isu strategis tahun 2019-
2024

8 Agustus Rapat-rapat serta diskusi dengan SKPD dan tenaga

ahli. Pengumpulan data § tahun yang lalu serta
gambaran permasalahan dan isu strategis tahun 2019-
2024, Pelaksanaan FGD isu strategis dan
permasalahan pembangunan '

9 September

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun
20014-2019 dengan melibatkan tenaga ahli

10 Oktober

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun
20014-2019 dengan melibatkan tenaga ahli

11 November

Penyelesaian akhir penyusunan Rancangan
Teknokratik RPJMD Tahun 20014-2019

7| Desember

IV. TARGET PENGGUNAA
Rencana peng

-

1. Triwulan |
2. Triwulanll :
3. Triwulanill :

N ANGGARAN
gunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Rp. 1.743.000; digunakan untuk belanja alat tulis kantor
Rp. 49.811.750; digunakan untuk belanja penggandaan, belanja

makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas luar

daerah.

4. Triwulan IV :
kegiatan,

Rp. 269.195.250; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana

belanja cetak, penggandaan, penjilidan; belanja tenaga

ahlilinstrukturlnarasumber, belanja makanan dan minuman rapat,
pelanja penalanan dinas dalam dan luar daerah.

V. RENCANA PROSE

~————— T Target Fisik

R

— Kete
_,_,———'—'—'_'—-_-_-—- -

I .

Januari /;2__’-————-—f
_..._.._._.._...————-——""‘-_-_‘ - N

Februari ”__,,2_,,——
rebruan | - -

Maret Lﬂ_____s___,,—-

NTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Target Keuangan




Bulan Target Fisik Target Keuangan Keterangan

(%) Rp. %
April 7 - -
Mei 10 - -
Juni 15 1.743.000 0,54
Juli 30 22.743.000 7,09
Agustus 50 31.554.750 9,8
September 75 51.5564.750 16,07
Oktober 90 95.012.750 29,62
November 100 320.750.000 100
Desember 100 320.750.000 100

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan RPJMD Teknokratik ini disusun

sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 28 Februari 2017

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN IMAGELANG Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

e

ENDANG RAHAYU Q. SE, MM

embina Tingkat | Penata
NIP 1%%313;%2 198405 1 004 NIP. 19710115 200501 2 008




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RPJMD
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 275-277 diamanatkan

bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah yang meliputi: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan
(b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c)

pembangunan Daerah;
rhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Melalui evaluasi akan

evaluasi te
diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen
perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa
besar pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hasil evaluasi rencana
gunan daerah akan menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan

pemban
rah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil

daerah berikutnya agar dapat menga
pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah maupun jangka

panjang.
Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010 evaluasi rencana pembangunan

daerah terdiri atas: (1) Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan; (2) Evaluasi
terhadap pelaksanaan pembangunan; dan (3) evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerah. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan
untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil
rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan
kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja
ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup
pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu
evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagal target indikator
alam dokumen rencana pembangunan.

teknis berkaitan dengan evaluasi terhadap hasil rencana
diatur dalam Pasal 274 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencand pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Evaluasi
hasil RPJMD kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

yang telah

yang tercantum d
Secara
pembangunan daerah

tahun. . :
n dengan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten/kota, Lebih Ilanjut

Berkaita .
dijelaskan pada Pasal 274 permendagri Nomor 54 tahun 2010 bahwa:



1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam pasal Error! Reference source not found. mencakup indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan
dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah

daerah lingkup kabupaten/kota.
2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil

pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota.
3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD

kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah

dalam RKPD kabupaten/kota; dan
b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam

RPJMD kabupaten/kota dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka

menengah daerah provinsi.
4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa

visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang

daerah kabupaten/kota.

. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
RPJMD Kabupaten Magelang telah dilaksanakan melalui RKPD dan APBD

yang ditetapkan setiap tahunnya. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun
2014-2019 belum berakhir, namun dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014
diperlukan penyesuaian termasuk penyesuaian akan program nasional yaitu Nawacita,
Dengan melihat berbagai amanat peraturan perundang-undangan di atas dan guna
mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD beserta kendala-kendala yang
dihadapi, maka penting untuk metakukan evaluasi RPJMD Tahun 2014-2019 untuk
mendapatkan rekomendasi perlu atau tidak perubahan RPJMD Kabupaten Magelang

Tahun 2014-2019.

Kegiatan Evalua
dokumen perencanaan jang
dokumen perubahan RPJMD 201

si RPJMD Tahun Anggaran 2017 merupakan kegiatan evaluasi
ka menengah dengan target indikator output 1 (satu)
4 — 2019 yang telah ditetapkan dengan PERKADA.

. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RPIMD Tahun Anggaran 2017 adalah
sebagai berikut :
No Bulan Uraian
1 Januari

2 Februari




3 | Maret .
4 | April -
5 | Mei o
6 | Juni %
7 | Juli d
8 | Agustus Minggu | Penyusur!an surat permohonan personil dan konsep
SK Bupati tentang Tim Evaluasi RPJMD Tahun 2017
Agustus Minggu Il Rapat internal tim dan penyusunan materi Evaluasi
RPJMD
Agustus Minggu lll | Sosialisasi Perubahan RPJMD, desk dengan SKPD
Agustus Minggu IV | Konsultasi Publik Evaluasi RPJMD, FGD
9 | September Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir
Evaluasi / Perubahan RPJMD
10 | Oktober Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir
Evaluasi / Perubahan RPJMD
11 | November Penyusqnan Rancangan dan Rancangan Akhir
Evaluasi / Perubahan RPJMD
12 | Desember Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir
Evaluasi / Perubahan RPJMD

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan | Rp. 0;

2 Triwulan il : Rp.0;

3. Triwulan lll :
kegiatan,
Jakomodasi,

belanja dekomentasi/dekorasi,

Rp. 425.346.000; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana
belanja transportasi
belanja ATK, belanja cetak, penggandaan dan

penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan
dinas dalam dan luar daerah, serta belanja tenaga ahli .

Rp. 0

4. Triwulan IV :

V. RENCANA PROSENTASE TA
r_.____'_______.___._
Target Fisik

S
Bulan

—
Januari

Februari
Maret

April

e I——
Mei

—
Juni

T

Juli /J{__f___

RGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

—

Target Keuangan

%) |

Rp.

%

Keterangan




Agustus 2 - -

September 100 425.346.000 100

Oktober 100 425.346.000 100

November 100 425.346.000 100

Desember 100 425.346.000 100
VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran
2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Pebruari 2017

DAN LITBANGDA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KABUPATEN MAGELANG |

SRI PUJIYATI W..S.Sos, MM
Pembina
4 NIP. 19720104 199603 2 002
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Pembina Tingka
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RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN
Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-

2019 mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Magelang yang
Semakin SEMANAH, telah dijabarkan kedalam enam misi. Misi yang kedua adalah
membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan
prioritas pembangunan dititikberatkan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan
industry kecil dan menengah.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2017
" dilakukan untuk membentuk sinergitas antar SKPD yang berada dibawah koordinasi
' Bidang Ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk menajamkan prioritas
pembangunan serta pencapaian target-target kinerja SKPD Bidang Ekonomi. Selain itu

juga sebagai wahana untuk monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan

kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi.

Il. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun

Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh BAPPEDA & LITBANGDA berupa fasilitasi rapat
koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan monitoring evaluasi program SKPD bidang

ekonomi dengan target 15 kali untuk 7 bidang unggulan.

. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
1. Rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan pada bulan

Januari-Desember 2017.
2. Monitoring dan evaluasi program perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan

pada bulan Januari-Desember 2017.

V. RENCANA pRosENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun
gaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 59.206.000,-dengan
et fisik dan keuangan per bulan sebagai berikut:

Biaya
Anggaran 2017 seba
lincian prosentase targ



)

) Target Keuangan Ket.

NO Bulan Target Fisik (%) Rp 7
1. | Januari 0 0 0
2. | Februari 5 0 0
3. | Maret 15 10.626.000| 17,95
4. | April 20 3.426.000 5,79
5. | Mei 30 8.485.500| 14,33
6. | Juni 40 7.043.500| 11,89
7. | Juli 50 5.172.500 8,74
8. |Agustus 60 8.208.500 | 13,86
9. | September 70 4.376.000( 7,39
10. | Oktober 80 4.411.000 7,45
11. | Nopember 90 4.481.000 7,57

100 2.976.000 5,03
12. | Desember

V. PENUTUP

Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi Perencanaan

Demikian garan 2017 ini disusun sebagai acuan

i A
Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Ang

pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

p—1

ASEP RAHMAT, SP, M.Si
Penata lll d
NIP.19711206 200312 1 004



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) BERBASIS KLASTER MELALU!
PENGUATAN KELEMBAGAAN
FEDEP (FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT
PROMOTION)
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana

Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat (stakeholder) secara bersama-
sama menjalin kemitraan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab
terhadap kebijakan dasar yang diperiukan bagi pembangunan daerah,
khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi
dan akses terhadap sumber dana (modal), kebijakan lingkungan, pelayanan
dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Otonomi daerah membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas,
fungsi dan tanggung jawab daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang
meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah
serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara
menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu pembangunan
ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam
menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di
daerah dengan mengoptimalkan potensi berbasis unggulan daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten
Magelang pada Tahun 2014-2019 telah menetapkan visi “Terwujudnya
Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan
Visi tersebut akan diwujudkan melalui 6 (enam) misi, yang salah satu
t dengan pengembangan ekonomi lokal yaitu Misi Kedua:
Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing,
an pada pengembangan pertanian, pariwisata dan

Amanah)”
misinya terkai ‘
Membangun Perekonomian

dengan prioritas pembangun
nengabh.

Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)
merupakan forum dialog untuk pengembanga'n ekonomi dan perluasan lapangan
kerja di daerah. Forum ini adalah forum. kemitraan terlembaga bagi para pelaku
. di daerah yang relevan. bertujuan untuk mempercepat pembangunan

industri kecil dan me

ekonom




ekonomi daerah melalui pemberian saran dan arahan kebijakan tentang usaha
usaha/kegiatan bersama berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaar:
kegiatannya, FEDEP memfasilitasi organisasi dan individu dari sektor pemerintah
maupun swasta dalam mensinergikan program pengembangan ekonomi lokal di
daerah agar lebih optimal, terpadu, dan berkelanjutan sesuai den'gan kebutuhan
masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti dalam

upaya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Magelang, sehingga apa
yang telah dicita-citakan dalam visi pembangunan daerah dapat terwujud

[l. DASAR
Surat Edaran Gubemur Jawa Tengah Nomor: 518/15158/2004 tentang

a.
Pengembangan F EDEP.
b. Surat dari Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa
Tengah (Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah) tanggal 24 Desember
2004 Nomofr: FPESD/664/04 tentang Permohonan memfasilitasi Pendirian
FEDEP. .
c. Surat Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Forum
Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah tanggal 9 Juli
2007 Nomor: 500/11.764 tentang Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
FEDEP.
lil. PERMASALAHAN
Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Magelang dalam rangka
pengembangan ekonomi lokal khususnya optimalisasi produk unggulan berbasis
OVOP dan klaster di Kabupaten Magelang antara lain

1. Masih rendahnya modal sosial para pelaku usaha klaster,
jaringan pemasaran dan kemitraan
ber daya manusia, kurangnya akses permodalan

naan teknologi tepat guna.

2 Belum optimainya

3 Kurangnya kapasitas Sum
serta belum optimalnya penggu

4. Lemahnya manajemen kelembagaan pelaku usaha

5. Kesulitan bahah paku untuk produk-produk tertentu.

6. Belum optimalinya pendampingan klaster oleh SKPD maupun BDS.

Untuk itu, kehadiran FEDEP sebagai forum diskusi pengembangan ekonomi
el diharapkan dapat memoa memecatian pemasalahan UMKM tersebut
dengan meningkatkan fungst k°f"'d'“as" dan perencanaan dalam menyusun

m/kegiatan yang disampaikan SKPD sesuai kebutuhan pelaku

usulan progra

usaha.




IV. MAKSUD DAN TUJUAN

V.

3. pengembangani

Maksud kegiatan FEDEP adalah sebagai forum komunikasi
memfasilitasi dan membangun kesepahaman antar stakeholder ds' adalah
usaha dalam pengembangan ekonomi wilayah dan penciptaan la aan pelalfu
melalui pemberdayaan ekonomi lokal melalui konsep klaster. S:la?ga.‘tn k.eqa
untuk memfasilitasi pemecahan permasalahan yang dihada:i Il.:i ;:Jagr:

pengembangan ekonomi lokal mulai dari hulu sampai hilir
Tujuan pemerkuatan kelembagaan FEDEP dan klaster di Kabupat
upaten

Magelang melalui forum dialog adalah:

1. Membantu pemerintah dalam memprioritaskan program dan kegiata

pengembangan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja. n

Membantu menyelesaikan permasalahan dunia usaha terutama yan

dihadapi pefaku usaha. ’

3. Membantu mengidentifikasi dan menginventarisir preduk unggulan daerah
berbasis klaster yand potensial untuk dikembangkan secara terstruktur dan

sistematis.
4, Memfasilitasi

pengembangan ek
memasyarakatkan teknologi dan inovasi.
5. Menijalin kerjasama antar FEDEP regional dan klaster untuk optimalisasi

potensi kiaster maupun produk unggulan lainnya.

pengembangan jaringan strategis dalamrangka
onomi lokal melalui pendayagunaan, pengembangan dan

SASARAN
ri kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP/capacity building

Sasaran da
FEDEP Kabupaten Magelang untuk Tahun 2017 adalah terwujudnya
kemandirian 6 (enam) klaster yang sudah ada melalui:
1. Optimalisasi peran FEDEP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

pemberdayaan ekonomi lokal.
Peningkatan SDM pelaku usaha dan pengurus FEDEP.

aringan informasi dan kerjasama antar FEDEP.
(dinasi antar FEDEP regional dalam rangka sinkronisasi

Optimalisasi koo

program dan kegiatan.

paten Magelang telah mendapatkan apresiasi dari
& Jawa Tengah terbukti pada tahun 2008 dan 2009
FEDEP terbaik. Keberadaan FEDEP Kabupaten Magelang




R

Vil. PROGRAM KE

telah sedikit memberikan manfaat terkait dengan pengembangan klaster
Kabupaten Magelang telah membentuk dan memfasilitasi 6 (enam) klaster yaitu:

Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur
Kiaster Pahat Batu

Klaster Slondok dan Puyur

Klaster Pertanian

Klaster Salak Nglumut

Klaster lkan Air Tawar
Tahun 2015 sudah muncul embrio klaster makanan olahan, yang sampai saat

ini masih terus didampingi oleh BDS dan SKPD. Tahun 2016 kilaster pertanian
dengan pembinaan yang lebih intensif telah berkembang cukup baik dengan
makin meluasnya jaringan pemasaran komoditas pertanian. Sedangkan pada
Tahun 2017 kegiatan akan lebih difokuskan pada pembentukan klaster baru

yaitu :
1. Kiaster padi organik
2. Klaster usaha olahan pangan lokal
Sasaran utama pengembangan klaster adalah untuk meningkatkan daya
saing dan nilai tambah sejak kegiatan dari hulu sampai hilir.

RJA FEDEP (KELUARAN/OUTPUT)
tan kelembagaan FEDEP dan Klaster tahun 2017

Fokus kegiatan pengua
peran dan fungsi FEDEP dalam membantu

h lebih meningkatkan

alam pend
baik Tim FEDEP maupun Pokja FEDEP.

| FEDEP dan pelaku usaha dalam forum diskusi dan

adala
Pemerintah paerah d

1. Rapat Koordinasi
2. Mengikutkan personi
pelatihan dari Provinsi Jawa Tengah.
3. Fasilitasi pameranlpromosi di dalam dan luar provinsi.
| orkshopldialogltemu usaha
o Klaster yang dilaksanakan oleh SKPD agar lebih

embangan ekonomi lokal melalui:

4. Pelatihan/w
walan progra

5. Penga
terfokus.

6. Evaluasi program FEDEP dan Klaster 2016

| uatan fungsi dan peran FEDEP juga pemerkuatan

Disamping peme

Klaster melalul fasiitasi pertemua” klaster dan fasilitasi penyusunan program
aste

waster. Hasl yangd diharapkan dari kegiatan tersebut adalah:
. s ' e
kerja kla . masukan berupa kebijakan pemecahan pemasalahan

ndas
1. Rekomé mi lokal kepada Kepala Daerah.




2. Usulan program/kegiatan yang disampaikan dan diakomodir oleh di
instansi terkait baik di Kabupaten maupun provinsi. e
3. Adanya jaringan kerjasama.
VIll. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP

dan kiaster adalah:

Perencanaan lebih partisipatif dimana masyarakat (pelaku usaha) diajak

1.
fangsung untuk perdiskusi memprioritaskan program.

2. Program kegiatan lebih terfokus sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Adanya nilai tambah dari adanya klaster.

4. Bertambahnya potensi unggulan ekonomi lokal.

5. Terjalinnya kerjasama antar pemerintah, swasta, b'elaku usaha dan
stakeholder dalam pengembangan ekonomi lokal.

6. Terwujudnya jaringan kerjasama (net working) dalam pengembangan
usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah.

7. Teridentifikasinya permasalahan dan  rekomendasi  kebijakan
pengembangan ekonomi lokal.

8. Tersusunnya program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal secara
sinergis, harmonis dan berkelanjutan sehingga berdampak nyata (quick
wins) bagi pelaku usaha.

IX. WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan kegiatan FEDEP dan Klaster adalah bulan Maret
sampai dengan Desember 2017 dan berlanjut untuk ta.hun selanjutnya.

1. Rapat pemerkuatan Kelembagaan FEDEP akan dilaksanakan dengan target
6 (enam) kali sebanyak 35 orang peserta pada bulan Maret, April, Juni, Juli,
Agustus, dan November.

2. Rapat fasilitas pemerkuatan kelembagaan Kiaster akan dilaksanakan

. cgbanyak 26 orang pada bulan Maret s/d Novembe,
dengan target 12 kall § r
2017. akan dilaksanakan dengan target 3 (tiga) kali

3. Rapat penerumaan tamu ali
sebanyak 35.oral?9 kia akan dilaksanakan dengan target 3 (tiga) kali

4. Rapat koordinas p:a;a . ian Apr, Ju, dan September 2017.

sebanyak 20 oran




e ————
e

5.

X. PEMBIAYAAN

Gubernur J
APBD Kabupaten Magel
delapan ratus delapan P
atau sharing dari P
klaster (perba

Xl. TARGET PE
Rincian ta

Workshop/dialog/lokakarya/pelatihan akan ditaksanakan dengan target 3
(tiga) kali sebanyak 40 orang peserta pada bulan Mei, September, dan
November 2017.

Belanja sewa gedung dan sarana mobilitas darat untuk kegiatan pameran
baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat akan dilaksanakan
dengan target 3 (tiga) kali pada bulan Maret, Mei, dan September 2017.
Pelaksanaan kegiatan Tenaga Kerja Non Pegawai/Supporting Staf kegiatan
FEDEP akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan masa kontrak kerfja

mulai bulan Maret s/d Desember 2017.

Pembiayaan kegiatan FEDEP dan Klaster berasal dari dana Bantuan
awa Tengah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan
ang sebesar Rp 72.888.000,~ (Tujuh puluh dua juta
uluh delapan ribu rupiah). Dan harapannya bantuan

ihak lain yand diharapkan dapat membantu pemberdayaan

nkan, CSR dan sebagainya).

rget peng gunaan anggaran Kegiatan Fasilitasi FEDEP yaitu :

[
[ BELANJA JUMLAH

NO BULAN —— -
B

-

Januari
;”_"_”—_
elanja ATK 618.150

1.
2.
3

@ggtﬂi./‘ ,Q,,J——"‘"
W Bel an'a Tena: a Ke ja Non P awai 1.500.000
525.000

] _’_g_rlg_g_il!l‘laﬁ'l—f
P Sewa ~10.050.000

anja
gﬂduﬁ, Kantor/Tempat __
= ewa sarana mobilitas darat 1.200.000

as -
Mﬁ dan minuman 5.775.000

— _ —Belanjd

at _
gelanja perjalanan dinas dalam 1.870.000

h -
J— ng;ﬁja Seralanan _dinas  luar 6.465.000

h - T
| dgeler - aga Kerja Non Pegawal 1.500.000
Be makanan dan minuman 5.075.000

April Belanja

rapat —5NS
W 5.153.000
[ Hono e Tim Non PNS 4.347.000

: r
Mei Honord A 499.050
1.500.000

Mol e ATK e vion Pagave
= aga Kerja Non Pegawat
— Belanja 1€ Sewa 11.000.000

Bolania




Gedung/Kantor/Tempat
Belanja sewa sarana mobilitas darat 1.200.000
Belanja makanan dan minuman 1.400.000
rapat '
Belanja perjalanan dinas luar 3.232.500
daerah
Belanja Tenaga
Ahli/instruktur/Narasumber ° 1725.000
6. | Juni Honorarium Tim PNS 5.153.000
Honorarium Tim Non PNS 4.347.000
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 300.000
Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai 1.500.000
Belanja transportasi dan akomodasi 1.500.000
Belanja makanan dan minuman 3.150.000
rapat
Belanja petrjalanan dinas luar 3.232.500
daerah
Z—{ Juli Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai 1.500.000
Belanja Makanan dan Minuman 3.325.000
Rapat
Belanja Perjalanan Dinas Luar 3.232.500
Daerah
5 Agustus Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai 1.500.000
Belanja Makanan dan Minuman 3.325.000
Rapat
— Belanja Perjalanan Dinas Luar 3.232.500
Dacrah Tim PNS .
Honorarium Tim
9. | September i orarium Tim Non PNS 2:;23338
[ Belanja ATK 499.950
— [ Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 300'000
___——TBelanja Tenaga Kerja Non Pegawai 1.500.000
Belanja transportasi dan akomodasi 1.500.000
— | Belanja Sewa
MKantorlT empat .500.000
____ —[Belanja sewa sarana mobilitas darat 1.200.000
Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000
Rapat
___—TBelanja Perjalanan Dinas Luar 3.232.500
Daerah
Belanja Tenaga 1.725.000
Ahli/instruktur/Narasumber
"Honorarium Tim PNS .
10. | Oktober “Honorarium Tim Non PNS i;igggg
“Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai 1.500.000
Belanja makanan dan minuman 2.625.000
rapat
/‘gﬁgﬁj? Perjalanan Dinas Dalam 640.000
| Daerah ____
| —TBelanja Perjalanan Dinas Luar 3.232.500
| Daerah__
tor Belanja ATK : ‘ 499.950
11. | Novem Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 300.000
Belanja Tenaga Kefja Non Pegawai 1.500.000
:?j _EQ'E'DJﬁiLansportasu dan akomodasi 1.500.000




Belanja makanan dan minuman 2.100.000 |
rapat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 360.000
Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar 3.232.500
Daerah
Belanja Tenaga 1.725.000
Ahli/instruktur/Narasumber

12. | Desember Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai 1.500.000
Belanja makanan dan minuman 1.225.000
rapat
Belanja Perjalanan Dinas Luar 3.232.500
Daerah

Jumiah 172.888.000

xXIl. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN
Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan/Kegiatan FEDEP
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Xi.DA

Dampak yang dib

adalah:

NOo|  Bulan Target Fisik (%) Ta::‘ Ke"aﬂga:'/o Ket
1. | Januari 0 0
2. |Februari 5 0 0
3. | Maret 15  28.003.150| 16,20
4. | April 20 6.575.000 | 3,80
5. |Mei 30 30.057.450 17,38
6. | Juni 40| 19.182.500| 11,09
7. | Juli 50 8.057.500| 4,66
8. | Agustus 60 30.357.450 | 17,56
9. | September 70 15.982.500 | 9,24
70 [Oktober 80| 17.497.500] 10,12
11, | Nopember 20 11.217.450| 6,50
12. | Desember 100 5.957.500 | 3,45
B e

MPAK YANG DIHARAPKAN (IMPACT)

arapkan dar kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP




Xil,

1. Meningkatnya efektifitas program pengembangan ekonomi lokal.

2. Adanya kemandirian FEDEP sebagai lembaga formulasi kebijakan dalam

pengembangan ekonomi lokal.
3. Terwujudnya kemandirian klaster, sehingga diharapkan adanya penciptaan

lapangan kerja baru yang memberikan penghasilan masyarakat dan pada

akhirnya meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Terjalinnya kerjasama antar FEDEP dan klaster usaha dengan pelaku usaha

besar/klaster lain yang saling menguntungkan.

PENUTUP

Keberadaan FEDEP dan Kiaster sangat membantu pemerintah daerah

dalam rangka mencarikan terobosan-terobosan  berupa  kebijakan
angan ekonomi jokal dan penciptaan lapangan kerja yang melibatkan
g ada di daerah. Sehingga menjadi tugas pemerintah
P dan klaster agar optimal dan

pengemb
seluruh stakeholder yan
daerah untuk ikut pula mendorong FEDE

bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Kota Mungkid, 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

D=

ASEP RAHMAT, SP, M.Si
Penata Ill d
NIP. 19711206 200312 1 004



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 65 tahun 2009 tentang

Tugas Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Magelang (BAPPEDA dan Litbangda), Fungsi BAPPEDA dan Litbangda adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ( Sustainable Developmeng Goals ) SDGs merupakan agenda
pembangunan dunia yang terdiri dari 17 tujuan meliputi masalah pembagunan
berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah Menjamin kehidupan yang sehat, serta
mendorong kesejahteraan bagi semua usia, Menjamin kesetaraan gender seria
memberdayakan seluruh perempuan. Untuk itu diperlu perencanan yang berpihak
pada pencapaian tujuan Sustainable Developmeng Goals tersebut.

BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan
kebijakan teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan. Dalam pelaksanaannya tugas tersebut dijabarkan pada tugas
Bidang-bidang dan Sub Bagian sesuai dengan uraian tugas masing-masing.
Secara teknis Kegiatan Perencanaan Bidang Sosbud diampu oleh Bidang
Pemerintahan, Sosial dan Budaya ( Pemsosbud ) pada Sub Bidang Pemsosbud II.

Sub Bidang pemsosbud Il mempunyai rincian tugas :
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrsian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanan
angunan daerah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan

pemb
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

keluarga berencana,

penanggulangan bencana.
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah ditempuh

melalui berbagai program dan kegiatan yang diampu oleh masing-masing SKPD

sesuai dengan tugas fungsinya.
Berkaitan dengan pelakanaan tugas fungsi BAPPEDA dan Litbangda,

dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan



Budaya ‘ T,
Bidan}; :::igoaslb\!::dﬁh koordinasi aktif dengan SKPD terkait di bawah koordinasi
semerintah di bids zuna merumusl.<an kebijakan perencanaan pembanguna
berencana. pemb ng kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan kel i
, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggul::gr::

bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya dokumen laporan
mengenai

Plaksanaan Kegiatan Perencan
aan Pembangunan Bida
ng Pemerintahan, Sosi
, Sosial dan

Budaya di Kabupaten Magelang.

. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pem
embangunan Bidan i
g Sosial dan

Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilak:
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabu :a"ah:an oleh
paten Magelang

dengan keluara

1. JADWAL PELAKSANAAN

dan Budaya di
1.
2.

Iv. TARGET PENGGUNAA

1
2
3.
4.
5
6
7

Buday
dalam Dokumen P

n 1 (satu) laporan keordinasi, dengan rincian sub kegiatan b
erupa :

Rapat Tim dengan target 20 orang sebanyak 3 kali.
Rapat SKPD terkait dengan target 20 orang sebanyak $ kali

Rapat Tim GAKY dengan target 25 orang sebanyak 5 kali

Sosialisasi GAKY dengan peserta 60 orang sebanyak 6 kali

inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dengan target selama 6 bul
Monitoring dan pembinaan GAKY ke lapangan dengan target 8 bulan -

Menyusun dokumen laporan perencanaan bidang sosial dan budaya sel
selama

2 bulan.

KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang S
osial

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut
ut:

t Tim pada bulan Maret s.d Juli 2017.

Rapa
Rapat dengan SKPD terkait dengan target 20 orang dimulai pada bulan Maret

sampai pesember 2017.
Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dimulai pada bulan Apri
ri

dengan September 2017.
ada bulan Mei s.d Juli 2017.

lan April s.d Juni 2017
ran pada bulan November s.d. Desember 2017

sampai
Rapat Tim GAKY p

Sosialisasi GAKY bu
okumen apo

N ANGGARAN

nasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial da
n

5 Kegiatan Koord!
Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertua
ng

Anggaran Tahun 2017 sejumlah Rp. 100.000.000

Biay
a di Kabupaten
erencanaan



( Seratus juta rupiah ) dengan rincian target penggunaan setiap bulan ang
sebagai berikut : -
Rp. 0.-

Rp. 2.049.000,-

Rp. 4.100.000.-

Rp. 18.900.000,-

Rp. 14.900.000.-

Rp. 15.000.000,-
Rp. 11.425.000,-

- Agustus 2017 : Rp- 4.300.000,-
- September 2017 : Rp. 3.875..000,-
- Oktober 2017 - Rp. 16.100.000.,-

- Nopember2017: Rp. 7.351.000,-
Rp. 2.000.000,-

- Januari 2017
- Februari 2017
- Maret 2017

- April 2017

- Mei 2017

- Juni 2017

- Juli 2017

- Desember 2017 :
ET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

ROSENTASE TAL
—”lqgitKeuangan Keterangan
—_ _Rp_ % %

0 0 0

V. RENCANAP

R
Bulan

Target Fisik
0,

R—
Januari

Februari
Maret

LAprl |

Mei B
Juni
Juli
Agustus

| September |

| Oktober ___
Nopembel

N
5

10
-
—20 __
—25 |
—50 ____
—50
/-'7'6”/
—30 |
50

—2.049.000

2,05

2,5

—4.100.000

4,10

6.15

—18.900.000

18,80

25,05

—1.188.600

14,80

39,95

15,00

54,95

72,900,000
12.800.000

11,43

66,37

—71.425.000

4,30

70,67

—3.875..000

3,88

74,55

—186.100.000

16,10

90,65

1
——7.351.000

7,35

98,00

7

2,00

100

/'0'0’/

 Desemberl

[

—7,000.000

Vi. PENUTUP
ional Kegiatan Koordinasi Perencanaan

i dan B udaya Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun

ikian Rencand

idang S0%
aksanaan ked

Dem
Pembangunan B
sebagai acuan pel

Kota Mungkid,  Januari 2016
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WARSINI, 8.S0s, MM.

Penata
NIP. 19691231 199203 2 018




RENCANA KERJA OPERASIO
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN I':EAI;-PUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan menyebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat
masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan

mengembangkan potensi
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriimu, cakap

kreatif, ~mandiri, dan menjadt warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab datam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain
ity dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, periu ditumbuhkan
budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan

perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak

dan/atau karya rekam-

Setiap perpusta
(1). stan

dar pelayanan

kaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan,
dar koleksi perpustakaan; (2). standar sarana dan
(3). stan perpustakaan; (4). standar tenaga perpustakaan;
(5). standar penyelenggaraan. dan (6). standar pengelolaan. Adapun
Pengembangan perpustakaan merupakan meningkatkan sumber daya, pelayanan,
dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dimana

aksud diatas dilakukan berdasarkan karakteristik,

n sebagaimana dim
kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan

teknologi inf0 masi dan komunikasi dan dilakukan secara berkesinambungan
Surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 045/004571 tanggal 17 April
pengelolaan: pengembangan dan Penyelamatan Bidang Kearsipan
i dan perpustakaan di Pemerintah Kabupaten Kota mengharap
membangun Depot Arsip dalam upaya
B gtk en n penyelamatan ?rsip statis sebagai bukti otentik
pembangunanlpenyedlaan gedung perpustakaan yang

kinerja pemerint?

ve di kabupate”
_undand Nomor 43 Tahun 2007 dalam pasal 10 mengamanahkan

merintah gerah menetapkaﬂ kebijakan daerah dalam pembinaan dan
bahwa Pé oo Jstakaa? di wilayah masing-masing. Memperhatikan amanah
pengembanga urgennya peran perpustakaan, Pemerintah Kabupaten/Kota

s -
Undang-uﬂdang Magelaﬂg: harus memperhatikan kelayakan perpustakaan
onal Perpustakaan. Dengan latar belakang inilah

yaitu memenubhi:

prasarana,

pengembang?@
fungsi dan tujuan:

2014 tentand

. fkota.
representatl
Undangd

meme"“h' s
I



za:a Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya di BAPPEDA dan LITBANGDA
P:r:f:t:(:an N:’:iﬂ:ngt | menga‘dakal? ' kegiatan Fasilitasi Pengembangan
<eadaan dan ;Jem:szla:f:: ::i‘:::a:‘: :?pKatbmemfasilitasi dan mengidentifikasi
disusun rekomendasi untuk pengambilan ke:ut::::uena:jg:z;j:;;:hm:: o
guneni mengoptimalkan dan mengembangakan peran perpustakaan sabay .9 tepat,
belajar sepanjang hayat. gai wahana

. GAMBARAN UMUN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Magelan
Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Buda X
a
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Da yh
(BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa : o
1. Koordinasi dan konsultasi dengan rekanan, pustakawan serta stakeholder baik
. i
yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang
2 Focus Group Discussion (FGD), bagi para pustakawan pel; elol
perpustakaan serta stake holder yang terkait dengan perpus;takaarfl d :
pengembangnnya, dengan target dilakukan sebanyék 3 (tiga) kali, d -
jumlah peserta 35 orang setiap FGD. e
3. Penyusunan masterplan pengembangan
perpustakaan, dengan
i gan target 1 (satu)
4. Seminar masterplan pengembangan pefpustakaan, dengan target 1 (satu) kali
dengan jumiah peserta 75 orang. -
5. Penyusunan laporan kegiatan fasilitasi pen
gembangan perpustal
target 1 (satu) dokumen. Perpusisasn. dengen

1. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di
bupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : n di

Ka
1. pembentukan Tim Kegiatan Pengemban
gan Perpustakaan Tah
Bulan Maret 2017. un 2017 pada
2. Rapat Tim Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2017 dijadwalk
an

pada bulan Maret dan April 2007.
3. Penyusunan Kerangka Acuan Kera (KAK) penyusunan masterplan
pengembangan perpustakan pada Bulan Maret dan April 2014, rplan
4. Pelimpahan berkas pengadaan jasa penyusunan masterplant pengemba
perpustakaan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada bulan April 2017 ngan
Penyusunan masterplan pengembangan perpustakaan oleh konsulta;m pada

Butan Mei, Juni, Juli dan Agustus dan September Tahun 2017
2



6. Koordinasi dan konsultasi dilakukan pada bulan April, Mei dan Juni, Juli
Agustus dan Oktober Tahun 2017. ’

7. Forum group Discussion (FGD) ditakukan sebanyak tiga (3) kali pada bulan
Mei dan Juni.

8. Seminar masterplan pengembangan perpustakaan, dengan target 1 (satu) kali
dengan jumlah peserta 75 orang pada bulan Juni 2017.

9. Penyusunan laporan kegiatan pengembangan perputakaan Tahun 2017 pada
bulan Nopember dan Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumiah Rp.
300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran

sebagai berikut :

W:J‘;nué'ri - ‘. .
Februari = - 0
Maret Honor Tim PNS 890.000

I Belanja ATK 2.565.620

Makan Minum Rapat 1.540.000

I .540.
Mei Honor Tim PNS 1.780 oog
Juni Uang Saku Seminar 3.600.000

Juni______—— .600.

Honor Narasumber 800.000

- .

Fc/ Cetak Pengandaan 500.000
— . )

Makan Minum Rapat 770.000

Perjal DD 2.360.000

__,_,,_,/"T _P_eljalanan LD . 17.508.000

— Jasa Konsultasi 70.500.000

_JEL———/; - 0

W Hor?or Tim PNS 3.560.000

 Perjal DD 1.500.000
___”:i Jass 'f::\sbﬂ:“i 70.500.000
ang
. 1.053.0

"Septembe’ ¢ 7 Cotak Pengandaan 41 1.223

| | Honorariun Tim Non PNS 3.885.000

| — | Perjalanan LD 7.500.000

/T—lonor Tim Pengadaan 230,

3.230.

W "Uang Saku Seminar 4.723.388

[ Honor Petugas Lainnya 130.000

/ Penijilidan 152.100

/ Jasa Konsultasi .

| Jasa Kot 94.000.000
W "Honor Tim PNS 2.670.000
Novsmbe!—— | Honor T Hen PAS 175,000

Dekorasi 100.000
/_____f .




Honor Narasumber 800.000

Makan Minum Rapat 2.800.000
Desember - _ 0
JUMLAH 300:0005000°

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN
Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017

sebagai berikut :

Bulan | (o)
Januari __________-—g—g—g—- 0
. —__000]
fﬂz?;ltla” 5,00 4.995.620 0,86 0,86
N —/—‘199_9_ 0.00 0,86
[ April 56,00 __ 1.780.000 0,59 2,26
| Mei _—75p,00]  96.038.000 32,01 34,27
__————-_-_-_-_-_'-_-_-__-—_—
uii 60,00 _____22560.000 2519 59,46
Agustus 2000 | __12.849.280 4,28 63,74
"September | ———azgg | 102.232.100 34,08 97,82
| Oktober 700,00 ___ 6.645.000 2,18 100,00
VI. PENUTUP . e
cana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Demikian RenN TA 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan

lang

bupaterl Mage

Perpustakaan Ka
Kegiatan.

Kota Mungkid, Pebruari 2017

MARGONO, S.Sos..MPA
Penata Tingkat
NIP. 19750405 199803 1005




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINAS|I PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISAS.
|

PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGA KEMISKINAN DAN PENURUNAN

KESENJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 65 tahun 2009 t
Tugas Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerj entang
i e
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kllab Bac:an
upaten

Magelang (BAPPEDA dan Litbangda), Fungsi BAPPEDA dan Litbangda adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; e

b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
an dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangun
an

c. Pembina
daerah;
d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan

utan ( Sustainable Developmeng Goals ) SDGs merupakan agenda
terdiri dari 17 tujuan meliputi masalah pembagunan
dalamnya adalah Mengahiri segala bentuk

Berkelan)
pembangunan dunia yang

berkelanjutan, termasuk di
kemiskinan. Untuk itu diperlukan perencanan yang berpihak pada pencapaian

tujuan Sustainablé Developmeng Goals tersebut.
BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan

kebijakan teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunart- Dalam P€

Bidang-bidang d

laksanaannya tugas tersebut dijabarkan pada tugas

an Sub Bagian sesuai dengan uraian tugas masing-masing

iatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya

Kemiskian dan Penurunan Kesenjangan diampu oleh

gan
gosial dan Budaya ( Pemsosbud ) pada Sub Bidang

penanggulan
Bidang Pemerintahan,

Pemsosbud ii.

sub Bidang Pemsosbud || mempunyai rincian tugas :

Vienyiapka pahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan
y ) mantauan, evaluasi dan pelaporan perencanan
pidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan

gerah di
erempuan dan perlindungan anak

pemberdayaan P

cana.

jlam upaya
erintah @2
perr 4an kegiata yand

menekan angka kemiskinan ditempuh melalui
berpihak pada pengentasan kemiskinan



program kegiatan tersebut diampu oleh masing-masing SKPD sesuai

tugas fungsinya, dengan prioritas utama penanggulangan kemiskinanual fonen
Masalah kemiskinan menjadi masalah sosial yang sangat b;e

terhadap derajat kehidupan nasyarakat, sehingga perlu dirumusan stlr':te ng'amh

mekanisme penanggulangannya. Berkaitan dengan pelakansaan tu ase ?‘:Jdan‘

EAPPEDA dan Litbangda, dilaksanakan Kegiatan Koordinasi :emmur;i:

ebijakan dan Sinkronisasi Upaya Pen ki

Ccoamangan. pay anggulangan Kemiskian dan Penurunan
Sebagai wadah koordinasi aktif dengan SKPD terkait di bawah koordinasi

Bidang Pemsosbud Il guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan

pemerintah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan

bencana.
Sehubungan dengan hal tersebut periu adanya dokumen laporan mengenai

Plaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial
' 1a

dan Budaya di Kabupaten Magelang.

ARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya
an Kemiskian dan Penurunan Kesenjangan.

gelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang
pada Bappeda Kabupaten Magelang dengan

li. GAMB

Penanggulang

Kabupaten Ma
Pemerintahan, Sosial dan Budaya
keluaran 1 (satv) laporan woordinasi, dengan rincian sub kegiatan berupa :

Rapat Tim Teknis dengan target 50 orang sebanyak 5 kali.
Rapat Pokja dengan target 10 orang sebanyak 5 kali
Rapat pokgram dengan target 10 orang sebanyak 5 kali

Rakor TKPKD dengan target 150 orang sebanyak 1 kali
Rapat penyusunan laporan dengan target sebanyak 33 orang sebanyak 6x.

kumen laporan perencanaan bidang sosial dan budaya selama

Menyusun do
2 pulan.

AAN KEGIATAN
n Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi

iskian dan Penurunan Kesenjangan di Kabupaten

. JADWAL pELAKSAN
aksanad

an Kem
Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

pulan Maret s.d Agustus 2017.
\an Maret s.d Septembr 2017
n April s.d Septembr 2017

1. Rapat Tim pada
2 Rapat Poki2 pada bl
da buld

da pufan Juli 2017



5. Rapat Penyusunan Laporan pada bulan Juli s.d November 2017
6. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dimulai pada bulan September
s.d November 2017.
7. Menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan

Kesenjangan pada bulan Desember 2017.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

1! Biaya Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
| Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Magelang
;J Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan
I[ Anggaran Tahun 2017  sejumlah Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta

rupiah ) dengan rincian target penggunaan sefiap bulan anggaran sebagai
berikut :
i - Januari2017 : Rp. 0.-
[ - Februari 2017 : Rp. 0,-
- Maret 2017 . Rp. 10.500.000,-
I]l - April 2017 : Rp. 3.000.000,-
H - Mei2017 : Rp. 8.250.000,-
- Juni2017 : Rp. 30.070.000,-
- Juli2017 - Rp. 4.281.000,-

. Agustus 2017 : Rp.10.370.000.-
| September 2017 : Rp. 37.130.000,-
; . Oktober2017 : Rp. 6.169.000.-
! Nopember 2017 : Rp. 10.755.000,-
| Desember 2017 @ Rp. 29.475..000,-

NA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

| V. RENCA
| Target Fisik Target Keuangan Keterangan
Bulan (%) Rp % %

- 5 0 0 0,00
 Januall___ & 0 0 0,00
jsP_f_*t'E'-'——-—f 20 10.500.000 7,00 7,00
,M_a!;__,———*—-*ao 300.000 2,00 9,00
Apil__ —5 8.250.000 5,50 14.50
| Mel __— 30.070.000 20.05 34,55
[ Juni____—5— 4.281.000 2.85 37,40
| Juli_____+———5— | 10.370.000 6,91 44,31
_eggﬁﬁt_)_r’—-—-fb— 37.130.000 24.75 69,07
 Septembert 80 6.169.000 4.11 7318
| Oktober | 30 10.755.000 747 80,35
%—a——w 29.475.000 19.65 100
| Deser=——




VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan

pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2016
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(L

s~
WARSINI, S.Sos. MM.

Penata
NIP. 18691231 199203 2 018

na Tingkat |
NIP. 19640102 198405 1 004



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KINERJA PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan Nasional menyatakan

bahwa pendidikan nasional berfungsi menggembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, sehat

beriimu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. Dengan kata lain pendidikan nasional berfungsi untuk
menyiapkan sumber daya manusia yang baik guna menyiapkan sumber daya
manusia yang lebih baik di masa depan, diambil langkah strategis yaitu berupa
kebijakan yang berpihak pada :

1.

Target 1: Pada tahun 2030 sedikitnya x% anak perempuan dan laki-taki siap
memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di pendidikan dan
perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun pendidikan pra
sekolah dasar yang bebas biaya dan wajib, dengan mengutamakan
kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan.

Target 2: Pada tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki
menyelesaikan wajib pendidikan dasar minimal 9 tahun yang bermutu dan
memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan
kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan.

Target 3: Pada tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang dewasa
baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan dan
perhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi akfif di

masyarakat dengan mengutamakan anak perempuan dan laki-laki serta

mereka yang terpinggirkan

Target 4: Pada tahun 2030, sedikitnya x% remaja dan y% orang dewasa
memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan
kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan
kejuruan serta kursus dan pelatihan dengan mengutamakan kesetaraan

gender dan mereka yang terpinggirkan
5: Pada tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh

Target - ' o
engetahuan dan ketrampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat
pang damai dan berkelanjutan  termasuk melalui  pendidikan
Y

kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan.



6. Target 6: Pada tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh
peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih
secara profesional, termotivasi dan didukung dengan baik.

7. Target 7: Pada tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6%
dari PDB atau 15-20% dari belanja publik untuk pendidikan dengan
memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan serta memperkuat
kerjasama keuangan untuk pendidikan dengan memprioritaskan Negara yang
membutuhkan.

Kualitas sumber daya manusia memiliki dampak luas terhadap seluruh aspek
kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan
keamanan.

Kebijakan-kebijakan strategis ini selaras dengan Komitmen Pemerintah
Indonesia terhadap pembangunan pendidikan, ketika Indonesia menyepakati
Deklarasi Incheon Korsel 2015, yang akan direduksi menjadi Rencana Aksi
Nasional maupun Rencana Aksi Daerah

Menindaklanjuti Deklarasi Incheon Korsel, perlu disusun Rencana Aksi
Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Tahun 2016 — 2030. mulai dari
gkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota dengan 7 target/goals

Disamping itu juga perlu di bentuk forum koordinasi di tingkat pusat dan
tingkat daerah kemudian membentuk 7 (tujuh) kelompok kerja (pokja) yaitu pokja

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pokja Pendidikan Dasar (Dikdas), pokja

Pendidikan Keaksaraan, pokja Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), pokja

Pengarusutamaan Gender (PUG), pokja Peningkatan Mutu Pendidikan, pokja PDB

dari belanja publik untuk pendidikan.

Forum Koordinasi Pendidikan dan Pembelajatran Sepanjang Hayat (PPSH)

iliki 5 (lima) fungsi utama yaitu (1) merumuskan program, tahapan, tata-cara
mem araan, pelaksanaan dan pengembangan program serta kegiatan

Pe|13|!ele"'sg‘:lsuai d;nga" situasi dan kondisi wilayah kerja; (2) menyusun Rencana

(PP?H;SH baik rencana jangka panjang, menengah, dan pendek; (3) melakukan

Aksﬁ.’ i konsolidasi, sosialisasl, diseminasi, dan advokasi kepada seluruh

koordinas asyarakat dengan para pemangku kepentingan; (4) melakukan

kompont or:itoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan terkait

;n komponen target PPSH; dan (5) menyusun laporan dan review
dengan rogram secara berkala baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi,
pelall<s.f,mf=lé'"a :pun internasional : perfama farget yang dicapai dari program
nasionél. mda" pembelajatran Sepanjang Hayat (PPSH) pada tahun 2015 sesuai
pendidikan akatan Incheon Korsel adalah: Guna menyiapkan sumber daya
osep ebih baik di masa depan, diambil langkah strategis yaitu berupa
perpihak pada target 1. pada tahun 2030 sedikitnya x% anak

tin

kegiatan

manusia yang !




perempuan dan laki-laki siap memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di
pendidikan dan perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun
pendidikan pra sekolah dasar yang bebas biaya dan waijib, dengan mengutamakan
kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan, kedua target_ pada
tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan wajib pendidikan
dasar minimal 9 tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang
relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang
terpinggirkan, kefiga: pada tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang
dewasa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan
dan berhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif di
masyarakat dengan mengutamakan anak perempuan dan laki-laki serta mereka
yang terpinggirkan, keempat pada tahun 2030, sedikitnya x% remaja dan y%
orang dewasa memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendapatkan
pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan
tinggi dan kejuruan serta kursus dan pelatihan dengan mengutamakan kesetaraan
gender dan mereka yang terpinggirkan, kelima_pada tahun 2030, memastikan
seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, nilai dan sikap
untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan termasuk melalui
pendidikan kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan.
Keenam pada tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta
didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara
profesional, termotivasi dan didukung dengan baik, ketujuh pada tahun 2030,
semua negara mengalokasikan sedikitnya  4-6% dari PDB atau 15-20% dari
belanja publik untuk pendidikan dengan memprioritaskan kelompok yang paling
butuhkan serta memperkuat

Sebagai tanggungjawab menjalankan amanah SK menteri tersebut di atas,
Kabupaten Magelang melaksanakan kegiatan fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk
Semua/Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Tahun Anggaran 2017.

mem

GAMBARAN UMUM INDIKATOR KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua/ Pendidikan dan

panjang Hayat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan

yand aan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA

Peren;_aBAN GDA) Kabupaten Magelang berupa :

dan elenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang

" r:::n 2017, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat.

dinasi dan xonsultasi dengan stake holder yang terkait baik vang berada
2 ;O:;bupaten jMagelang maupun luar Kabupaten Magelang.

Pembelajaran Se




v.

3. Menyelenggarakan bintek untuk Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang

4.

Tahun 2017, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 25 orang.
Konsultasi publik penyusunan RAD PUS/PPSH, dengan target 1 (satu) Kali
dengan jumiah peserta 75 orang.

Rapat Tim Penyusun Laporan PUS, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 12
orang per kali rapat.

Penyusunan Laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang
Tahun 2017, dengan target 1 (satu) dokumen.

Penyusunan RAD Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kabupaten
Magelang Tahun 2017-2019,

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten

Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1.

Menyusun Surat Keputusan Bupati tentan Forum PUS/PPSH Kabupaten
Magelang Tahun 2017pada Bulan Maret dan April 2017,

Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang
Tahun 2017, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat pada
Bulan Maret dan Mei 2017. ..

Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada
di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang pada bulan Maret,
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017.
Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk Forum PUS/PPSH Kabupaten
Magelang Tahun 2017, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 25
orang pada Bulan Agustus 2017.

Konsultasi ublik penyusunan RAD Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang
Hayat, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 75 orang pada
Bulan September 2017,

Rapat Tim Penyusun Laporan PUS, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 12
orang per kali rapat pada bulan Agustus dan Nopember 2017.

Penyusunan laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang
Tahun 2017, dengan target 1 (satu) dokumen pada bulan Nopember dan
Desember 2017.

TARGET PENGUNAAN ANGGARAN

Penganggaran/biaya Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua

(PUS) d Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang
dalam DPA adalah sejumiah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan
target penggunaan anggaran sebagai berikut:



RENCANA P _
Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasiiitasi
Kinerja P endidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2017 sebagal berlkut
|
Januafi p/a’a)' 0 0,00 0.
* 3 st it ] 0
_F_?P_r_l_,s_g_[l____,,_.l/—"’g,,’dﬁ' _______f7.000.000 6,67 6:62
Maret 10,00 812.000 0,77 7.44
_;“ie_i___._-——/‘ 20,00 -‘____‘Eé30.000 12,98 32,15
Juni____— 50,00 30:640.000 29,18 61,34
Juli Z0.00] _8:910.000 8,49 69,82
Agustus 50,00 22.083.000 21,03 80,85
September g500] O 0,00 90,85
Oktober 50,00 9.605.000 9,15 100,00
[Noperbel 700,00 0 0001 100,00
' Desembs?__—

Januari 0|
Februari g
Maret Honorarium Tim PNS
Honorariun Tim Non PNS Sgggggg
Makan Minum Rapat 840.000
Apri Belanja ATK 812.000
Mei Honorarium Tim PNS 16.005.000
Honorariun Tim Non PNS 2,475,000
Juni Jang Lembur 2 ooo.ooo
Fc/ Cetak Pengandaan '454'000
Makan Minum Rapat 2 590.000
Perjalanan LD 9.790.000
Juf Uang Lembur 2,660,000
Perjalanan DD 1.360.000
Perjalanan LD 26.600,000
Agustus Honorarium Narasumber 8.
September Honor Non PNS ?13338
e Waterial 3.125.000
Dekorasi 100.000
— Transport Peserta 4,000.000
I Honorarium Narasumber 10.200.000
— | Pengandaan Fc 400,000
——[Ceix 465.000
/_____'_Penjilidan 153.000
— Makan Minum Rapat 3.500.000
Oktober
“Honor Tim PNS
Roverber | onor 8.730.000
MﬁMﬂum Rapat 875.000
Desember -
JUMLAH

RosENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN




Vi

PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan
Untuk Semua (PUS) Kabupaten Magelang TA 2017 ini disusun sebagai acuan

pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Pebruari 2017

Penata ngkat |
NIP. 19750405 199803 1 005

NIP. 19640102 198405 1 004



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

L. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan unsur yang sangat penting dalam
kehidupan ini. Karena, tanpa ada sumber daya alam kita mustahil untuk
dapat hidup di dunia ini, misalnya untuk makan maka kita mengambil
makanan tersebut dari alam,untuk membangun rumah kita menggunakan
kayu,kayu tersebut juga berasal dari sumber daya alam dan masih banyak
yang lainnya. Pokoknya semua kegiatan di bumi ini pasti tidak terlepas dari
sumber daya alam. Di Indonesia ini terdapat berbagai macam sumber daya
alam yang melimpah, namun kita sepertinya tidak memanfaatkan sumber daya
alam tersebut dengan baik dan juga tidak bijaksana dalam menggunakannya.
Mengingat begitu pentingnya manfaat sumber daya alam ter sebut maka kita
seharusnya melakukan konservasi 'atau melestarikan sumber daya alam
tersebut untuk kelangsungan hidup kita.

Nilai guna atau manfaat suatu sumberday'a te.rgantung pada berbagai
konteks ekonomi, politik, da.n budaya.. Mari kita pahami . bagaimana
sumberdaya ada/ muncul, dlgunakan/. dimanfaatkan, bahkan diperebutkan
pada akhirnya. Cara pandang manusia terhadap sumberdaya alam sangat
mempengaruhi kesadaran lingkungan dan cara kelola umberdaya alam yang
dilakukannya. Kesadaran lingkungan merupakan suatu pr9ses mental yang
membentuk pengertian tertentu atas sumberdaya a.la}m dan lingkungan sekitar

. tidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penggunaan sumberdaya
kita. 5¢ anusia. Kelima faktor tersebut adalah kondisi atau latar belakang
lajla;nyc:el:ar; pandang terhadap sumberdaya alam, kondisi sosial, kelangkaan,

udays, i dan teknologi.
serta f aktor ek?a(:llioahasa, konservasi berasal dari kata conservation, dengan

R conserve (Bhs inggris) yang artinya menjaga agar bermanfaat,

pokok kata £ ap atau merugikan. Sedangkan sumber dalam alam sendiri
nah/ lzgysatu unsur dari lingkungan hidup yang terdiri dari sumber

merupakan sal : dan sumber daya alam non hayati, serta seluruh gejala

daya alam hayat mua ini merupakan unsur pembentuk lingkungan hidup

keunikan alam, S€ tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

yang kehadirannya

nurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah :

nsi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau

1. Upaya e-ﬁslen perakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak
dismbu?:‘g;n?asa yang sama tingkatannya; . ‘ .
menyediaké Jungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan

). Upaya perlindu o alam (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu

dan sumber day: ang reaksi kiamia atau transformasi fisik;

yang stabil segzﬁ-l perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan;

Upaya suaka‘ - bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola,

4  Suatu key keaneka’ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung
Sementara

g rta.hankan lingkungan alaminya.
dengan m

Sedangkan me

w

il



Dari sedikit uraian tersebut diatas, maka konservasi sumber daya alam
dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas
keanekaragamannya.

[I. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam di
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang
Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Magelang berupa :

1. Honorarium tim/ panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada anggota
tim sebanyak 36 orang selama 3 bulan;

5. Falisitasi Rapat Tim Teknis dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan
mengundang seluruh tim/ panitia pelaksana kegiatan;

3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah untuk konsultasi
dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah provinsi;

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksarfaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi
gumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah

IIL

sebagai berikut:

1. Honorarium diberikan pada bulan Juli, Agustus dan September Tahun

5. Rapat tim teknis dilaksanakan mulai bulan Maret s/d bulan September
2017;

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan bulan Maret s/d bulan

3' September Tahun Anggaran 20 17;

4. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan pada triwulan I dan IV Tahun
Anggaran 2017.

v TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam
di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam

DPA sejumlah RI?- ?3-753-750»00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh
rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :

_ priwulan I (Januari s/d Maret) : Rp. 9.431.125,00

_ priwulan I (April s/d Juni) : Rp. 17.182.333,00

_ Triwulan I (Juli s/d September) : Rp. 15.572.958,00

_ priwulan IV (Oktober s/d Desember) : Rp. 11.572.334,00

_.,/fﬂ“””



RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN REVISI RENCANA TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2017

. PENDAHULUAN
‘Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis d
mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis 1? i am engke
pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan ren ini mengandung
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana ta::na tata r_uang
tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat teruang.sehmgga
kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya rc&‘Illéll melalui
lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkuf_:'ar embanga.n
iwa atau kondisi yang terjadi yang dapat rria;p:;zmrf:f
i

merupakan perist

proses pencapaia tujuan penataan ruang. Di i
. Dinamika Internal adal i
ah dinamika

pembangtman yang berkaitan dengan perkembangan paradigma ki
pemikiran,

perkembangan teknologi, penemua
) n sumberdaya alam
, perubahan

kebijakan,

perilakut sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tat

sehingga rencana tata ruang perlu direvisi. a ruang
Namun yang periu diperhatikan adalah mekanisme revisi re

ruang telah giatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Rua:cacrila tata

15/ 2010 tentansg Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimin an PP

diamanahka? kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilaakZ::fl

revisi rencana 2t ruang harus dilakukan kegiatan peninj k

. e + . Jauan emba .

peninjauan kemball rencans tata ruang ini dilakukan dalam rangk ,
i ngka meli

kesesualan antara rencana tata ruang dan kebutuhan semban ihat

memperhatikan perkemb
emanfaatan ruang. Peninj

pelaksanaan ! g. Peninjauan kembali r
encana tata ruan
g

angan li i
gan lingkungan strategis dan dinamika internal

gerta

dilak

g dapat menghas

sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ru
ang

ukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali re
ncana tata

ilkan rekomendasi b
rua érupa rencana tata ruan
n ang yang ada

dapa
g ada perlu di

t tetap berlaku
re
t dilakukan setelah ada kegiatan peninjauan kembali

i.

visi. Jelas dalam uraian di
n diatas bah -
wa revisi renc
ana tata

ataan ruang di Kabupaten Magelang saat ini berlandaskan

aerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tent
ang

Ruang
muat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penat
aan

pad

ktur dan pola ruang
rencand stru ,» penetapan kawasan i
strategis, ar
, arahan




pemanféatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ru :
masa ditetapkan hingga 3 tahun pelaksanaannya saat e, ‘et era.ng. Sejak
beberapa kondisi lingkungan strategis, dinamika p:ern]:)ang :terdapat
Pe'l'maSalahan teknis yang terkait dengan lampiran peta Rencanagt';‘afn, o
Wilayah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, pada tahun angga;;: R;aﬂg
h Kabupaten melakukan kegiatan pemantauan dan etalj::

Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mengidentifikasi kondisi
isi

Pemerinta

pelaksanaan

lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang mempengaruhi ki
1 kinerja

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.
N UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
visi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Magelang Tahu
. n
g dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang dan Prasaran
a

Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

II. GAMBARA

Kegiatan Re
Anggaran 2017 yan
Wilayah pada Badan Perencanaan

Kabupaten Magelan

1. Honorarium tim/
8 orang selama 5 bulan;

s dilakukan sebanyak 5 kali dengan mengundang seluruh

g berupa :
panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada anggota

tim sebanyak 2
2. Rapat tim tekni
tim teknis di
dilakukan seban

3. Belanja Barang da

Kabupaten Magelang serta rapat konsultasi publik
yak 3 kali dengan mengundang sebanyak 56 orang;
n Jasa untuk Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Tenaga

orarium Supporting Staff untuk 1 orang selama 5

Kerja Non pPegawai) Hon
bulan;
4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah untuk konsultasi
dengan pemerintah provinsi maupur dengan pemer intah pusat;
s Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber digunakan untuk
mendukung finalisasi proses revisi rencana tata ruang.
GIATAN
1. JADWAL PELAKSANAAN KE |
n Kegiatall Revisi Rencana Tata Ruang di Kabupaten

ebagal perikut :
Kabupaten dilakukan sebanyak 2

iwulan I dan II Tahun Anggaran

Jadwal pelaksanaa
n Anggarall 2017 adalah s

pat o mgkat

engl,lﬂdang

Magelang Tahu
|, Falisitasi Ra

claksanan kegiatan diberikan pada pada bulan

hun Anggaran 2
a4 Kegiatan dilak

2017;
pamtla P

orariuin tim/ 017;
per Ta ’

Jaksan ukan pada bulan Februari
pelaksa

3. Rapat
11 _.-f

/(] Nove ml
7 T



4. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai diberikan pada bulan April s/d

Juli Tahun Anggaran 2017;

S. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dilakukan pada bulan Maret, dan Juni
Tahun Anggaran 2017,
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan bulan Pebruari s/d Desember

2017;

7. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan bulan Pebruari s/d Desember

2017,

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN
Biaya Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Magelang

Tahun Anggaran 2017

sebagaimana

tertuang dalam DPA sejumlah

Rp. 386.740.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat
Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran s ebagai

berikut :

- Triwulan I (Januari s/d Maret)

Triwu

Triwulan II (April s/d Juni)
Triwulan III (Juli s/d September)

lan 1V (Oktober s/d Desember)

: Rp. 69,613,200
: Rp. 123.756.800
Rp. 116.022.000
Rp. 77,348.000

v RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

________.——-—J

Bulan Targ:;‘:) ,Fisik Tall::t Keuangan _ cetorangan
Januari | 3,00 000| O
Februari T 8,00 0,00 0
— | 18,00 69.613.200,00| 18
- 25,00 72.613.200,00 | 19
e 30,00 83.621.750,00 | 22
i i 55’00 103.370.000,00 | 50
S 60’00 194.870.000,00 | 50,4
- 65,00 194.870.000,00| 504 |
fenene 30’00 309.392_.923,00 80
Septem>e 85100 309.302.000,00| 80 |
o 96,00 371,740,000,00 960
Sopen 100 386.740.000,00 | 10
Desember - I I




VI. PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Revisi Rencana Tata
Ruang di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai

acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Kepala Bappeda ¢sn Litbangda
Kabupaten Magelang

Kota Mungkid, Januari 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

i

Drs\ SUGIYONO, M.Si DHANIK ERNAWATI, ST, M.Eng
Pefhbina Tk. I NIP. 19830215 200903 2 010
NIP. 19640102 198405 1 004




RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

I PENDAHULUAN

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka
mewujudkan tujuan rencana tata ruang yang meliputi tiga hal yaitu proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, bahwa dalam rangka
menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan
koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Kegiatan Fasilitasi Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilaksanakan sebagai wadah koordinasi
bagi para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang
untuk membantu tugas Bupati dalam penataan ruang daerah.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah mempunyai tugas dan

tanggung jawab yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan Fasilitasi BKPRD

ini diharapkan dapat terwujud koordinasi yang baik bagi penyelenggara
penataan ruang di lingkup Kabupaten Magelang baik dari penyusunan rencana

tata ruang, pemanfaata.n sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang

Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Badan

Penataan Ruang,
mbangan Daerah (BAPPEDA

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Penge

dan Litbangda) Kabupaten Magelang berupa :
1. Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kabupaten Magelang;

inasi anggota tim BKPRD berkaitan dengan
dengan menghadirkan

perencanaarn,

2. Rapat koord
atan dan pengendalian pemanfaatan ruang e
Pakar/Praktisi/ Pembicara Reputasi Provinsi dan Kabupaten. ‘apa

ahasan permasalahan yang tidak

. 4 b
inasi diantaranya melakukan pem . .
o zinan sehingga perlu diselesaikan oleh Tim

pemanfa

dapat diselesaikan di tim peri

BKPRD;




3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD di lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lain dalam rangka pelaksanaan

kegiatan penataan ruang;
5. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan Fasilitasi

BKPRD tahun 2018.
I, JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Penyusunan RKO, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran

kas pada bulan Januari s/d Februari 2017. |
5. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah pada bulan Februari s/d Maret 2017.
dilaksanakan berkaitan dengan perencanaan,

3. Rapat koordinasi
ndalian pemanfaatan ruang dengan menghadirkan

pemanfaatan dan penge
Pakar/Praktisi/ Pembicara Reputasi Provinsi dan Kabupaten direncanakan
nam) kali pada pada bulan Februari s/d Oktober 2017.

sebanyak 6 (e
terkait dengan

4, Pelaksanaan survey lokasi dan koordinasi dalam daerah

penataan ruang Kabupaten Magelang dari bulan Februari s/d Desember

2017.
5. Melakukan koordinasi dengan

Jawa Tengah dan pemangku kepentingan
a bulan Maret s/d Desember 2017.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
lainnya terkait dengan kegiatan

penataan ruang pad

ana keg kegiatan Fasilitasi

6. Penyusunan renc iatan dan rencana anggaran

BKPRD Tahun 2018.
IVv. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

litasi Badan Koordinasi Pen
7 sebagaimana tertuang

i Daerah

Biaya Kegiatan Fasl ataan Ruang Daer
(BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 201 .
dalam DPA sejumlah Rp. 146.427.000,00 (seratus empat puluh enam juta
i inci naan

empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian target pengguna

gai berikut :

anggaran seba
12.733.000,00

- Triwulan I (Januari s /d Maret) Rp-
48.822.000,00
' i : Rp. ,
- ulan 1T (April s/d Juni)
o Rp 29.340.000,00

. Triwulan LI (Juli s /d September)




- Triwulan IV (Oktober s/d Desember) : Rp.

55.532.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan Targeot Fisik Target Renangs® Keterangan
(%) Rp. %,
Januari 1 0,00 0
Februari 3 0,00} 0,00
Maret 10,00 12.733.000,00 | 8,70
April 15,00 19.233.000,00| 13,13
Mei 25,00 29.733.000,00 | 20,31
Juni 43,00 61.555.000,00 | 42,04
Juli 50,00 70.155.000,00 | 47,91
Agustus 60,00 74.555.000,00 | 50,92
September 68,00 90.895.000,00 | 62,08
Oktober 80,00 101.183.000,00 | 69,10
Nopember 90,00 141.427.000,00| 96,59
Desember 100 146.427.000,00 | 100

V. PENUTUP

Demikian

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten

Anggaran 2017 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

NIP. 19640102 198405 1 004

Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Badan

Kota Mungkid,

PPTK

<

DHANIK ERN.
Penata

Magelang Tahun

2017

AWATI, ST M.En
Muda Tk. I

NIP. 198302 15 200903 2 010




RENCANA ANGGARAN KAS KEGIATAN FASILITASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG

Kode rekening Uraian Anggaran Triwulan. 1 (Rp.) Triwulan. I1 (Rp.) Triwutan.li{ (Rp.) Triwulan. IV (Rp.)
Tahun ini (Rp.)
[ Jan Feb. Maret April Mei Juni Juli Agust SepL Oktober Nop. Des.
Belanja langsung
1.03.4.03.01.35 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
\ 1.03.4.03.01.35.14 | Fasilitasi BKPRD 146,427,000 - | 12,733,000 6,500,000 10,500,000 | 31,822,000 8,600,000 4,400,000 | 16,340,000 | 10,288,000 40,244,000 5,000,000
5.2.1.01.01 Honorarium PNS 51,666,000 - 17,222,000 34,444,000 -
Tim/Panitia Pelaksanan Keg.
5216201 Honorarium Mon PNS 4,200,000 - 1,400,000 2,800,000 -
'Tim/Panitia Pelaksanan Keg.
15220101 | Belanja Alat Tulis Kantor 983,000 - 983,000
‘szzos.n \Belania 200,000 - 100,000 100,000
Doumentasi/dekorasi
r5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,400,000 - 350,000 700,000 350,000
‘ 5221102 Belanja Makan Minum Rapat 8,400,000 - 1,400,000 1,400,000 2,800,000 2,800,000 -
\ 5221501 Bel. Perjalanan Dinas Dalam 5490,000 - 1,500,000 - 1,500,000 990,000 1,500,000
Daerah
\ S8.221502 \ Bel. Perjalanan Dinas Luar 65,388,000 -] 10,000,000 5,000,000 7,500,000 | 12,500,000 5,000,000 15,000,000 5,388,000 5,000,000
Daerah
8222701 Belanja Jasa Tenaga 8,700,000 - 1,500,000 2,100,000 1,500,000 2,100,000 1,500,000
Ablifinstrukiur /Narasumber
Jumizh alokasi belanja langsung per bulan 1 12733000 | 6,500,000 | 10,500,000 | 31,822,000 | 8,600,000 | 4.400.000 | 163400001 10,288,000 | 40244000]| 5000000
];ndah alokasi belania langsung per Triwulan 12,733,000 48,822,000 ' 29,340,000 55,532,000
Sisakas setelah dikurangi belanjalangsung 133,694,000 84,872,000 55,532,000 -




JADWAL KEGIATAN

FASILITASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
fWO- Firsdian Triwulan. | (Rp.) Triwulan. Il (Rp.) Triwulan. Il (Rp.) Triwulan. IV (Rp.)
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus | September | Oktober Nopember |Desember
tlatwbvl e TuTmTov T Vo bucfovd o poocpocpevd o pofoav) oo boefov) o pofoefov oo pafmpv]efofugivg e puefivg e v e
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Kegiatan Fasilitasi BKPRD

1 {Penyusunan RKO, jadwal
pelaksanaan kegiatan dan rencana

anggaran kas
Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan

kegiatan
2.1 {Penyampaian surat permintaan

personil Tim BKPRD

2.2 |Penyusunan draft SK Tim BKPRD

2.3 [Penelitian draft SK Bupati ke

Bagian Hukum

|

|

|

I

ff

| 2.4 |Penerimaan SK Bupati
F

Rapat Koodinasi Tim BKPRD

daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Pemangku Kepentingan
lainnya terkait pelaksanaan kegiatan

|Fasilitasi BKPRD

| 6 |Penyusunan Rencana Kegiatan 2018 l I l I / I I I I

4 [Survey iokasi dan koordinasi dalam




